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KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat
daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Perhubungan
Tahun 2017-2022 disusun sebagai pedoman/acuan dalam perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Banten
baik tahunan dan selama tahun 2017-2022.

Dinas Perhubungan Provinsi Banten yang merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Provinsi Banten yang mempunyai tugas membantu Gubernur
melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas
pembantuan dibidang perhubungan. Untuk itu, sebagai salah satu organisasi
perangkat daerah, Dinas Perhubungan Provinsi Banten berkewajiban untuk
menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu

lima tahunan.

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Banten tahun 2017-2022 sejalan
dan seiring dengan kebutuhan terhadap penyiapan arah dan langkah
pencapaian yang ditetapkan dalam RPIMD Provinsi Banten 2017-2022.
Renstra Dinas Perhubungan merupakan dokumen perencanaan Dinas
Perhubungan Provinsi Banten untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi,
misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta
berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dan bersifat indikatif.

Pembangunan infrastruktur transportasi terintegrasi dengan baik dan
mempertimbangkan asas manfaat, efektif, efisiensi, dan efek spasial (tata

ruang). Pembangunan sektor transportasi dilakukan secara bertahap per
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tahun sesuai prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD tahun 2017-
2022.

Isu strategis sektor perhubungan di wilayah Provinsi Banten meliputi :
(1) rendahnya tingkat keselamatan/tingginya tingkat kecelakaan; (2) lama
waktu tempuh, dan; (3) tingginya biaya transportasi.
Permasalahan tersebut ditindaklanjuti dalam bentuk program dan kegiatan
sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Banten
Tahun 2017-2022.

Demikian Renstra ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat
sebagai pedoman dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama
tahun 2017-2022.

Serang, Desember 2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BANTEN

e

REVRI AROES
Pembina Utama Madya
NIP. 19580701 198811 1 002
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Pendahuluan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG
Tantangan dan permasalahan dalam pelayanan sektor perhubungan

secara nasional umumnya, masih dihadapkan pada peningkatan keselamatan
dan kelancaran mobilitas angkutan Darat, Laut dan Udara, aksesibilitas
pelayanan perhubungan terutama pada pelayanan jasa transportasi di wilayah
terpencil dan perbatasan yang belum seluruhnya dapat dijangkau secara
memadai. Adapun permasalahan mendasar sektor perhubungan di Provinsi
Banten meliputi :

(1) rendahnya tingkat keselamatan/tingginya tingkat kecelakaan;

(2) lama waktu tempuh, dan;

(3) tingginya biaya transportasi.

Terbatasnya pendanaan pemerintah daerah untuk pengadaan fasilitas
baru, serta pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana transportasi
yang telah ada, mengakibatkan tidak optimalnya penanganan keselamatan dan
lama waktu tempuh. Sedangkan tingkat ketersediaan armada angkutan yang
masih sangat terbatas dalam mengakomodasi pergerakan barang dan
penumpang khususnya pada wilayah-wilayah terpencil, menjadi salah satu
faktor yang membuat masyarakat terpencil kurang dapat berkembang

khususnya dalam pemberdayaan wilayah dan perekonomian.

Terbatasnya pendanaan pembangunan sektor perhubungan menuntut
perubahan pola pikir kearah perencanaan dan penetapan prioritas
pembangunan dan pengembangan sarana prasarana perhubungan secara
efektif, sesuai permintaan yang berdasar pada realita pola aktivitas, pola
bangkitan-tarikan pergerakan, sebaran pergerakan serta keunggulan

komparatif antar zona dalam wilayah Provinsi Banten yang sejalan dengan
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Pendahuluan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten. Peran serta swasta dan

stakeholder dalam pengelolaan sarana angkutan akan dapat mendorong
tersedianya sarana angkutan yang memadai serta timbulnya persaingan yang

sehat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025 telah ditetapkan Visi
“Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa” yang
ditempuh melalui 4 (empat) Misi yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, sehat dan
cerdas;

2. Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing secara merata
dan berkeadilan;

3. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang
lestari; dan

4. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan

berwibawa.

Adapun prioritas pembangunan pada tahap Akselerasi II (2018-2022) meliputi:
1. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan

kesejahteraan sosial;

Peningkatan daya saing sumber daya manusia;

Peningkatan daya saing perekonomian;

Peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah;

Pengelolaan tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;

Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih; dan

N o v s W

Pengembangan dan pembangunan serta optimalisasi fungsi dan peran

pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.

Dinas Perhubungan Provinsi Banten merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Provinsi Banten yang mempunyai tugas membantu Gubernur
melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas
pembantuan dibidang perhubungan. Untuk itu, sebagai salah satu organisasi

perangkat daerah, Dinas Perhubungan Provinsi Banten berkewajiban untuk
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Pendahuluan
menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima

tahunan.

Menindaklanjuti amanat peraturan perundangan, yang sejalan dengan
kebutuhan terhadap penyiapan arah dan langkah pencapaian yang akan
diwujudkan dalam tahapan pembangunan lima tahun kedua seiring dengan
ditetapkannya RPIJMD Provinsi Banten 2017-2022 maka Dinas Perhubungan
menyiapkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Banten.
Renstra Dinas Perhubungan merupakan dokumen perencanaan Dinas
Perhubungan Provinsi Banten untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi,
misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta
berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dan bersifat indikatif.

Pada akhirnya, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Banten
Tahun 2017-2022 diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Dinas Perhubungan Provinsi Banten serta
menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan

rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2. LANDASAN HUKUM
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2017-2022
ini disusun dengan berlandaskan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Banten;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Pendahuluan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan
Keselamatan Penerbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di
Perairan;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan
Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

Permenhub nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
Permenhub Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah
Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.
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Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2004 Rambu-Rambu
Lalu Lintas di Jalan Angkutan Lalu Lintas;

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Perhubungan;

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Revisi
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;

Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun Tahun 2015 tentang Rencana Induk
Perkeretaapian Provinsi Banten;

Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Provinsi Banten.

Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Banten.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Banten

dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan Provinsi Banten

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2017-

2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Pendahuluan

Adapun, tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi

Banten sebagai berikut :

1. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas
dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2017-2022;

2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas
Perhubungan Provinsi Banten;

3. Menetapkan target indikator kinerja dalam pengendalian dan evaluasi
rencana pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2017-
2022.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2017-2022

ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang secara ringkas pengertian Renstra perangkat
daerah, fungsi Renstra perangkat daerah dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah; landasan hukum yang menjadi ketentuan yang
mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan
perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah;
maksud dan tujuan yang memuat penjelasan tentang maksud dan
tujuan dari penyusunan Renstra perangkat daerah; sistematika
penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra

perangkat daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara
ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-
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capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra

Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian
program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan RPIJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-
hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui

Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah, bagian ini dikemukakan permasalahan-
permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang
mempengaruhinya; Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan
wakil kepala daerah Terpilih; Telaahan Renstra K/L dan Renstra;
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis; Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah, Pada bagian
ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka
menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka

menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah
kebijakan. Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang,

Dengan menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi
dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi,
dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi
atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan
pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses

perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.
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BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat
Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai dalam lima
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPJMD.
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BAB I1

GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PERHUBUNGAN

2.1.TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

Tugas Dinas Perhubungan Provinsi Banten diatur menurut Peraturan

Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tanggal 22 Desember 2016 tentang

kedudukan, tugas pokok, fungsi, tipe, susunan organisasi dan tata kerja

perangkat daerah Provinsi Banten, sebagai berikut :

1) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan

di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris

Daerah; mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan

Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan dan Tugas Pembantuan yang

ditugaskan kepada Daerah provinsi.

2) Fungsi dan wewenang Dinas Perhubungan Provinsi Banten :

a.
b.

C.

Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi;

Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi;

Pengelolaan terminal penumpang tipe B;

Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan
provinsi;

Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi;
Penyelenggaraan Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan provinsi;
Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau
barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan
yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)
Daerah provinsi;

Penetapan rencana umum jaringan trayek antar kota dalam Daerah
provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota;
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j.  Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1

(satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

k. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi
dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah
kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

I. Penerbitan rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang dalam
trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

m. Penerbitan rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan taksi yang
wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

n. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani
trayek antarkota dalam Daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan
perdesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1
(satu) Daerah provinsi;

0. Penerbitan rekomendasi izin usaha angkutan laut bagi badan usaha
yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan
antar-Daerah kabupaten/ kota dalam wilayah Daerah provinsi;

p. Penerbitan rekomendasi izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi
orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang
beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam
Daerah provinsi, pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan pelabuhan
internasional;

g. Penerbitan rekomendasi izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai
dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar Daerah
kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang bersangkutan;

r. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal
antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang terletak pada
jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi;

s. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk
kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar Daerah

kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
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ff.
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Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan
Penerbitan rekomendasi izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat

barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan,
penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan
angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas;

Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi
dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar
Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi;

Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan
regional;

Pembangunan, penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan
pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;

Pembangunan dan penerbitan rekomendasi izin pelabuhan sungai dan
danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1
(satu) Daerah provinsi;

Penerbitan rekomendasi izin usaha badan usaha pelabuhan di
pelabuhan pengumpan regional;

Penerbitan rekomendasi izin pengembangan pelabuhan untuk
pelabuhan pengumpan regional;

Penerbitan rekomendasi izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam
untuk pelabuhan pengumpan regional;

Penerbitan rekomendasi izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan
pelabuhan pengumpan regional;

Penerbitan rekomendasi izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan
pengumpan regional;

Penerbitan rekomendasi izin pengelolaan terminal untuk kepentingan
sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
Penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi;

Penerbitan rekomendasi izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi
prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas
Daerah kabupaten/kota;

Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah

1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
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hh. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api

provinsi;

ii. Penerbitan rekomendasi izin operasi sarana perkeretaapian umum yang
jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)
Daerah provinsi;

jj. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur
perkeretaapian provinsi;

kk. Penerbitan rekomendasi izin pengadaan atau pembangunan
perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api
khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

ll. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Tipologi Dinas Perhubungan Tipe A terdiri dari atas 1 (satu) sekretariat
dan 4 (empat) bidang. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) sub bagian. Masing-
masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) seksi.
Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, terdiri atas :
1) Kepala Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan;
2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3) Kepala Sub Bagian Keuangan.
c. Kepala Bidang Angkutan dan Teknik Sarana Prasarana, terdiri atas :
1) Kepala Seksi Angkutan Penumpang;
2) Kepala Seksi Angkutan Barang, Perkeretaapian dan Multimoda;
3) Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana.
d. Kepala Bidang Lalulintas, terdiri atas :
1) Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalulintas Jalan;
2) Kepala Seksi Bina Keselamatan Transportasi Darat;
3) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian LLAJ.

e. Kepala Bidang Pengembangan Transportasi, terdiri atas :
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1) Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Transportasi;

2) Kepala Seksi Pengembangan Sarana Transportasi dan Perlengkapan
Jalan;
3) Kepala Seksi Pengembangan Jaringan Pelayanan Transportasi.
f. Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara, terdiri atas :
1) Kepala Seksi Perhubungan Udara;
2) Kepala Seksi Kepelabuhan dan ASDP;
3) Kepala Seksi Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
h. Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

KELOMPOK JABATAN —
FUNGSIONAL ‘

114
JIE

Sumber :  Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten
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2.2.SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN

Pegawai pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten berdasarkan data

terakhir pada bulan Agustus Tahun 2017 berjumlah 454 orang. Dari jumlah
tersebut 120 orang atau 26% berstatus ASN (Aparatur Sipil Negara), sedangkan
334 orang atau 76% berstatus Non ASN (TKK dan TKS).

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan
Status Pegawai dan Jenis Kelamin

No. Status Pegawai ::;Iv?lgi % Laki-Laki | Perempuan
1. | Aparatur Sipil 120 26 102 18
Negara (ASN)
2. | Non Aparatur Sipil 334 74 280 54
Negara (Non ASN)
Jumlah 454 100 382 72

Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Provinsi Banten yang
menempati Jabatan Struktural ysng sudah mendapatkan Pelatihan Penjejangan
berjumlah 24 orang atau 20% dari total ASN di Dinas Perhubungan dapat dilihat
pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan
Pelatihan Penjejangan

No. | Jabatan Struktural dumiah Pe_la_tihan Jumlah_
ASN Penjejangan Pegawai
1. |EselonII A 1 SPAMA 1
(Kepala Dinas)
2. |EselonIII A 5 DIKLATPIM Tk. III 5
(Sekdis/Kepala Bidang)
3. | Eselon III B 1 DIKLATPIM Tk. III 1
(Kepala UPT)
4. | Eselon IV 18 DIKLATPIM Tk. III 2
(Kasubag/Kasi) DIKLATPIM Tk. IV 16
5. | Fungsional Umum 95
Jumlah 120 25
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Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai ASN di Dinas Perhubungan

Provinsi Banten menunjukkan 83 orang atau 69,16% telah menamatkan
pendidikan kesarjanaan (D.III hingga S2), sedangkan 37 orang atau 30,84%
ASN lainnya masih memiliki tingkat pendidikan non kesarjaanaan (D.II hingga
SLTP). ASN dengan tingkat pendidikan non kesarjanaan pada dasarnya memiliki
tingkat kesiapan individu yang masih kurang memadai terhadap kebutuhan
penyelenggaraan tugas kedinasan, khususnya diluar urusan administrasi
perkantoran dan ketatausahaan. Seperti perencanaan, pengendalian, evaluasi.
Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kebutuhan terhadap peningkatan
kompetensi SDM di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Banten masih
sangat diperlukan, baik kebutuhan untuk mengenyam jenjang pendidikan yang

lebih tinggi, maupun kebutuhan terhadap pendidikan dan pelatihan teknis dan

fungsional.
Tabel 2.3.
Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Tingkat — ASN I I:on ASN
’ Pendidikan ::;v?lai Prosentase ::;v?lai Prosentase
1. |S-2 23 19,17 - -
2. |51 49 40,83 89 26,65
3. |D-1V 1 0,83 - -
4, | D-III 10 8,33 15 4,49
5. | D-II 11 9,17 - -
6. | SLTA/SMK 21 17,50 223 66,77
7. | SLTP/Sederajat 5 4,17 5 1,50
8. | SD/Sederajat - - 2 0,60
Jumlah Total 120 334
Prosentase
Total 100 100

Berdasarkan golongan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Dinas
Perhubungan Provinsi Banten pada tahun 2017 berjumlah 120 orang dengan

diperinci jumlah pegawai laki-laki 102 orang, jumlah pegawai perempuan 18
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orang. Adapun pembagian menurut pangkat/golongan, pada tabel dan grafik

berikut :

Tabel 2.4.
Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Golongan

Golongan/Ruang

No. Status I II II1 1V Jumlah

a/lbjc|d a|/blc|d|a|b|c|d|a|b|c|d
1. |Llaki-lLaki |- |-|6|-(20|1 |4 |4 |7 (17|16 |14 |7 |5 | - |1 102
2. |Perempuan| - |-|-|-|-|1|-|2|1]|6]2|5|1|-|-1]-]| 18
Jumlah | - | -|6|-]20(2 |4 |6 |8 2318|198 |5 | -1]1 120
Gambar 2.2.
Grafik Piramida Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Golongan
VDIl
IvVC
(B2
[

MW Laki

B Perempuan

Adapun pegawai pendukung dilingkungan Dinas Perhubungan Provinsi
Banten pada tahun 2017 berjumlah 334 orang dengan diperinci jumlah pegawai
laki-laki 280 orang, jumlah pegawai perempuan 74 orang. Menurut jenis tugas
adalah sebagai berikut : satuan keamanan (satpam), penjaga pintu perlintasan
kereta api (PJL), petugas pembantu penata administrasi, petugas gatur lalin,
pengemudi kendaraan dinas (sopir pimpinan OPD dan operasional),

pramubakti, petugas kebun.

2.3.SUMBER DAYA LAINNYA
Sumber daya lainnya seperti peralatan, perlengkapan baik berupa aset
bergerak maupun tidak bergerak dapat dilihat pada Tabel 2.5.
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Tabel 2.5.
Aset Dinas Perhubungan Provinis Banten

(data Desember 2016)

NO NAMA BARANG JUMLAH | SATUAN KET.
1 2 3 4 5
1 HONDA CR-V Tahun 2011 1 Unit
2 TOYOTA Soluna Tahun 2002 1 Unit proses penghapusan
3 TOYOTA Kijang Pick Up Tahun 2001 1 Unit proses penghapusan
4 TOYOTA Kijang Pick Up Tahun 2003 1 Unit proses penghapusan
5 TOYOTA Kijang Mini Bus Tahun 2002 1 Unit proses penghapusan
6 TOYOTA Avanza Tahun 2013 1 Unit
7 MITSUBISHI Kuda Tahun 2003 1 Unit proses penghapusan
8 MITSUBISHI Kuda Tahun 2005 2 Unit proses penghapusan
9 SUZUKI Futura Tahun 2004 1 Unit proses penghapusan
10 | TOYOTA Rush Tahun 2011 2 Unit
11 | TOYOTA Rush Tahun 2012 5 Unit
12 | TOYOTA Hilux 2011 1 Unit
13 | MITSUBISHI Colt Diesel (derek) Th. 1 Unit proses penghapusan
2003
14 | HINO Dutro (crane) Tahun 2012 1 Unit
15 | NISAN Navara Tahun 2008 1 Unit
16 | NISAN Navara Tahun 2013 1 Unit
17 | MITSUBISHI PAJERO SPORT Th. 2014 1 Unit
18 | TOYOTA FORTUNER Tahun 2014 1 Unit
19 | ISUZU NKR 55 Tahun 2014 1 Unit
20 | TOYOTA Hilux Double Cabin Th. 2015 3 Unit
21 MITSUBISHI Pajero Sport Tahun 2015 1 Unit
22 | TOYOTA HIACE Tahun 2015 1 Unit
23 HINO (Kendaraan AWP) Tahun 2015 1 Unit
24 | TOYOTA RUSH Tahun 2015 2 Unit
25 | TOYOTA New ALTIS tahun 2016 1 Unit
26 | TOYOTA Hilux Double Cabin Th. 2016 4 Unit
27 | TOYOTA All New FORTUNER Th. 2016 2 Unit
28 | TOYOTA Avanza Veloz Tahun 2016 1 Unit
29 | TOYOTA Hilux Single Cabin Th. 2016 2 Unit
30 | Suzuki New Ertiga Tahun 2016 1 Unit
31 | TOYOTA Grand New Avanza Veloz 1 Unit
Tahun 2016
32 | MITSUBISHI New AUTLANDER Sport 2 Unit
Tahun 2016
33 | FORD Ranger Tahun 2005 1 Unit proses penghapusan
34 | KAWASAKI KLX 150 Tahun 2015 8 Unit
35 | KAWASAKI KLX 150 Tahun 2013 3 Unit
36 | HONDA Mega Pro Tahun 2004 1 Unit proses penghapusan
37 HONDA Mega Pro Tahun 2005 1 Unit proses penghapusan
38 HONDA Win Tahun 2001 4 Unit proses penghapusan
39 | HONDA Win Tahun 2003 2 Unit proses penghapusan
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NO NAMA BARANG JUMLAH | SATUAN KET.
1 2 3 4 5
40 HONDA Win Tahun 2004 1 Unit proses penghapusan
41 HONDA Win Tahun 2005 2 Unit proses penghapusan
42 HONDA Supra 100 Tahun 2001 1 Unit proses penghapusan
43 HONDA Supra X 125 Tahun 2009 3 Unit
44 | HONDA Supra X 125 Tahun 2010 2 Unit
45 | HONDA Revo Tahun 2011 2 Unit
46 | YAMAHA TJM 1300 CCTahun 2014 2 Unit pinjam pakai Polda
(PATROLI) Banten
47 | SUZUKI Thunder Tahun 2002 2 Unit proses penghapusan
48 | SUZUKI Thunder Tahun 2005 2 Unit proses penghapusan
49 | HONDA MegaPro Tahun 2015 3 Unit proses penghapusan
50 | HIONDA Vario 150 Tahun 2016 11 Unit
51 KAWASAKI Versys 650 Tahun 2016 7 Unit
52 | HONDA ALL New CB150R Th. 2016 4 Unit
53 | Pendingin ruangan/AC 102 Unit
54 | Pendingin ruangan/AC Standing 9 Unit
55 Mesin Foto Copy 9 Unit
56 | Personal Komputer/Desktop 140 Unit
57 | Komputer Note Book 78 Unit
58 | Printer 140 Unit
59 | Sound System 4 Set
60 Repeater 4 Unit
61 Handy Talky/HT 28 Unit
62 | Radio VHF 54 Unit
63 | Telepon/Faximile 13 Unit
64 | Aerial Monitoring System 1 Paket
65 | Gedung Kantor 1.650 M?
66 | Taman kantor 7.500 M?
67 | Jaringan air 1 Paket
68 | Genset dan Instalasi Listrik 1 Unit
69 | Jaringan Internet 1 Paket
70 | Paku Jalan 8.330 Buah kondisi bisa berubah
71 | Marka Jalan 126.298 M' kondisi bisa berubah
72 | Traffic Light 9 Unit
73 | Warning Light 75 Unit
74 | Rambu Lalu Lintas Standar 2.958 Unit
75 | Rambu Lalu Lintas Tiang F 100 Unit
76 | RPPJ/RPP] Peringatan 158 Unit
77 | Pagar Pengaman Jalan (Guard Rail) 3.248 M'
78 | Deliniator 2.340 Buah
79 | Road Barrier Portable 138 Buah kondisi bisa berubah
80 | Water Block 625 Buah kondisi bisa berubah
81 | Cermin Tikungan 172 Unit kondisi bisa berubah
82 | Traffic Cone 40 Buah kondisi bisa berubah
83 | Zona Selamat Sekolah (ZoSS) 8 Lokasi kondisi bisa berubah
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NO NAMA BARANG JUMLAH | SATUAN KET.
1 2 3 4 5
84 | Rambu Chevron 120 Unit
85 | Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar 360 Unit
Cell

2.4.KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
Perkembangan suatu wilayah dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan
penduduk. Meningkatnya pertumbuhan penduduk maka akan meningkatkan
pula mobilitas masyarakat, yang berdampak pada semakin luasnya kawasan
terbangun dan semakin beragamnya aktivitas masyarakat di kota tersebut.
Sektor Transportasi memiliki peranan penting dalam pembangunan
perekonomian, dan juga sebagai sarana untuk melayani kebutuhan

masyarakat.

Pertumbuhan dan perkembangan wilayah berdampak pada meluasnya
kawasan terbangun dan menyebarnya lokasi pemenuhan kebutuhan
kehidupan. Dengan semakin meningkat dan menyebarnya kebutuhan
kehidupan penduduk, maka akan bertambah pula permintaan perjalanan untuk
melayani peningkatan aktivitas pergerakan orang dan barang. Aktivitas
pergerakan ini mutlak memerlukan sarana dan prasarana transportasi yang

memadai baik secara kualitas maupun kuantitas.

Wilayah Provinsi Banten mulai dihadapkan pada situasi dimana
transportasi massal menjadi prioritas utama dalam pelayanan pergerakan
perjalanan masyarakat. Hal ini diindikasikan dari penggunaan kendaraan
pribadi terus meningkat dan memperlihatkan ketergantungan masyarakat
terhadap kendaraan pribadi masih tinggi. Tingkat penggunaan kendaraan
pribadi di Wilayah Provinsi Banten telah mencapai 72% (Kementerian
Perhubungan, 2016). Hal ini berpengaruh terhadap lingkungan, ekonomi,

psikologi pengendara, dan sistem keamanan dan kenyamanan di jalan raya.

Saat ini Provinsi Banten juga merupakan tujuan untuk wisata budaya,

spiritual dan alam, yang menarik cukup banyak wisatawan dalam negeri dan
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manca negara. Dengan kondisi akses jaringan jalan yang baik dan konektivitas

antar tujuan yang memadai, merupakan salah satu daya tarik yang
memudahkan mobilitas perjalanan masyarakat dan wisatawan. Namun dengan
tidak adanya pelayanan transportasi yang layak, efisien dan ekonomis, dapat
menjadi kendala bagi masyarakat khususnya para wisatawan untuk dapat
mengakses tujuan-tujuan yang mereka kehendaki. Hal ini akan meninggalkan
kesan yang kurang menyenangkan bagi para wisatawan, yang berpotensi
mengurangi daya tarik wisatawan yang secara tidak langsung berpengaruh

terhadap pendapatan daerah dari sektor pariwisata.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah saatnya pemerintah Provinsi
Banten mengembangkan angkutan umum di Provinsi Banten dan kawasan
sekitarnya secara lebih serius untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas
serta keterjangkauan biaya perjalanan di wilayah tersebut. Hal ini dapat
dilakukan dengan merevitalisasi transportasi yang ada saat ini untuk diubah
menjadi modern, terjangkau, dan efektif. Pengembangan sistem transportasi
terpadu ini dituangkan dalam dalam RTRW Provinsi Banten kedepannya. Hal ini
juga sejalan dengan kebijakan pemerintah yaitu meningkatkan kehandalan

transportasi dengan prioritas pengembangan transportasi (darat/laut/udara).

2.4.1.Transportasi Darat
24.1.1. Kinerja Sarana dan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum
Pengaturan angkutan jalan di wilayah Provinsi Banten memiliki
peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi serta
mewujudkan konektivitas dan integrasi nasional. Hal tersebut merupakan
bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial
sebagaimana diamanatkan konstitusi dan dijabarkan oleh Undang-Undang
(UU) No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Sejalan dengan itu, dibutuhkan sebuah rangkaian sistem, sarana dan
prasarana angkutan jalan yang efektif dan efisien yang dapat menjawab

kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan.
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Sistem angkutan umum yang efektif dan efisien pada muaranya akan

menunjang tata kota yang lebih baik, dimana warga kota mempunyai
akses yang merata untuk melakukan mobilitasnya tanpa harus tersiksa

oleh kemacetan dan polusi udara.

Hingga saat ini, pelayanan angkutan jalan Provinsi Banten masih
didominasi oleh layanan angkutan jalan konvensional. Jenis layanan
angkutan ini diisi oleh armada yang beraneka ukuran, mulai dari bus kecil
hingga bus besar. Jalur operasinya pun terkadang masih tumpang tindih.
Pengelolaan dilakukan secara individual dan orientasi pelayanan masih
menggunakan paradigma kejar setoran, belum sampai kepada upaya

memberikan rasa nyaman dan aman kepada para penumpang.

Keberadaan angkutan umum merupakan salah satu prasarana
penting dalam pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Tidak adanya
pilihan lain yang lebih murah menjadikan angkutan umum merupakan
pilihan utama dalam melakukan perjalanan. Khusus pada masyarakat
berpenghasilan menengah ke bawah, angkutan umum merupakan

prasarana penting dalam melakukan aktifitas.

Demikian pula yang terjadi di Provinsi Banten, angkutan umum
merupakan pilihan utama bagi sebagian besar masyarakat untuk
melakukan perjalanan. Hal ini terlihat dari besarnya demand pengguna
angkutan umum yang ada khususnya pada jalur-jalur utama dan pada
waktu pagi dan sore hari. Banyaknya penumpang yang tidak terangkut
dan kurangnya kapasitas angkutan umum sangat terlihat khususnya pada
waktu pagi hari. Namun pada waktu siang dan sore hari, demand
angkutan umum yang ada sangatlah kecil sehingga sering terjadi antrian

kendaraan yang menumpuk pada terminal.

Lingkup analisis sistem angkutan umum dan terminal dalam skala

pengembangan jaringan transportasi wilayah kabupaten adalah untuk
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memperoleh rekomendasi sistem jaringan angkutan umum dalam kota

yang hirarkinya disesuaikan idealisasi sistemnya dengan memperhatikan
kebutuhan perjalanan/trayek yang dilayaninya. Selain itu, juga
memperhatikan angkutan umum antara kota (AKDP dan AKAP) yang ada.
Perencanaan angkutan umum vyang dilakukan bertujuan untuk
mendapatkan rekomendasi sistem terminal yang tersinkronisasikan
dengan jaringan trayek angkutan umum yang beroperasi secara efisien

dan efektif dalam mendukung pembangunan wilayah.

Sedangkan angkutan penumpang lainnya adalah angkutan umum
penumpang tidak dalam trayek meliputi : taksi, angkutan sewa, angkutan

karyawan, dan sewa kendaraan online.

2.4.1.2. Kinerja Prasarana Angkutan Penumpang Umum

Terminal merupakan titik dimana penumpang dan barang masuk
atau keluar dari sistem jaringan transportasi. Ditinjau dari sistem jaringan
transportasi secara keseluruhan, terminal merupakan simpul utama dalam
jaringan dimana sekumpulan lintasan rute secara keseluruhan bertemu.
Dengan demikian terminal merupakan komponen utama dalam sistem
jaringan transportasi jalan yang mempunyai peran dan fungsi yang sangat
penting. Terminal bukan saja merupakan komponen fungsional utama dari
sistem, tetapi juga sering merupakan prasarana dimana titik kemacetan

mungkin terjadi.

Tabel 2.6.
Terminal di Provinsi Banten
No Terminal Kota/Kab Luas (M2)
Terminal Tipe A
1 | Terminal Pakupatan Kota Serang 35.000
2 | Terminal Porisplawad Kota Tangerang 49.000
3 | Terminal Kadubanen Kab. Pandeglang -
4 | Terminal Terpadu Merak | Kota Cilegon 12.200
Terminal Tipe B
1 | Terminal Cipocok Kota Serang 30.000
2 | Terminal Seruni Kota Cilegon 20.000
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No Terminal Kota/Kab Luas (M2)
3 | Terminal Cimone Kota Tangerang -

4 | Terminal Ciledug Kota Tangerang -

5 | Terminal Tanara Kab. Serang 5.000
6 | Terminal Balaraja Kab. Tangerang 7.000
7 | Terminal Kaduagung Kab. Lebak 10.200
8 | Terminal Malingping Kab. Lebak -

Terminal Tipe C
1 | Terminal Kepandean Kota Serang 1.000
2 | Terminal Cibodasari Kota Tangerang 8.000
3 Terminal Pasar Baru Kota Tangerang 3.630
4 | Terminal Bumi Serpong | Kota Tangerang -
Damai (BSD) Selatan

5 | Terminal Pondok Cabe Kota Tangsel 26.000
6 | Terminal Cikande Permai | Kab. Serang 1.000
7 | Terminal Anyer Kab. Serang 1.000
8 | Terminal Kp. Melayu Kab. Tangerang -

9 | Terminal Anten Kab. Pandeglang 1.000
10 | Terminal Lampe Labuan | Kab. Pandeglang -

11 | Terminal Sunan Kalijaga | Kab. Lebak 6.316
12 | Terminal Bayah Kab. Lebak -
13 | Terminal Binuangen Kab. Lebak -

Sumber : Profil Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten, 2016.

Secara keseluruhan infrastruktur terminal tipe A untuk mendukung
operasional terminal telah memenuhi syarat selain dari masih adanya
terminal dalam kondisi pembangunan dan pembenahan infrastruktur
seperti Terminal Terpadu Merak (Kota Cilegon). Selain itu perlunya
perhatian, perawatan dan peningkatan infrastruktur terminal pada
Terminal Kadubanen (Kab. Pandeglang). Sedangkan untuk terminal tipe
B, masih perlunya peninjauan ulang terhadap fasilitas dan kondisi
infarstruktur terminal dan ditingkatkan sesuai dengan fungsi terminal yang
ada seperti pada Terminal Balaraja (Kab. Tangerang). Untuk terminal tipe
C secara keseluruhan dikategorikan telah memenuhi syarat. Hanya perlu
perawatan dan peningkatan fasilitas untuk memberi kenyamanan

terhadap pengguna jasa serta perlunya fasilitasi pendukung lainnya.
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Berdasarkan hasil survey lapangan diperoleh adanya potensi

pergerakan penumpang yang tidak sesuai dengan fungsi terminal, seperti
terminal tipe B yang seharusnya hanya melayani pergerakan penumpang
sampai antar kota dalam provinsi (AKDP) tetapi karena tingginya potensi
pergerakan penumpang antar provinsi maka terminal tipe B tersebut harus
melayani trayek AKAP yang seharusnya dilayani terminal tipe A. Contohnya
terminal Kaduagung (Kabupaten Lebak) sebagai terminal tipe B tetapi
melayani trayek AKAP jurusan Tanjung Priuk-Rangkas Bitung. Selain itu
adanya terminal yang kurang aktif serta ada terminal yang beralih fungsi
menyebabkan beberapa terminal tidak berfungsi optimal. Untuk itu perlu
dilakukan pengoptimalan fungsi terminal agar pergerakan penumpang

dapat terlayani dengan baik, nyaman dan aman.

Adapun prasarana transportasi darat lainnya meliputi : shelter/halte,
jembatan penyeberangan orang (JPO) dan perlengkapan jalan, belum

terpenuhi sesuai dengan kebutuhan.

2.4.1.3. Kinerja Angkutan Barang

Provinsi Banten yang telah menjadi salah satu pusat perekonomian
di Kawasan Barat Indonesia berdampak terhadap meningkatnya
pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan kendaraan di wilayah Provinsi
Banten. Seiring dengan itu, untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di
Provinsi Banten kelancaran transportasi angkutan barang sangat
diutamakan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat ini permasalahan
transportasi angkutan barang di wilayah Provinsi Banten sangat kompleks
diantaranya adalah angkutan barang yang membawa muatan
berlebih/overtonase (mengangkut pasir basah, mengangkut batubara,
mengangkut bahan semen), masuknya angkutan barang ke dalam kota
pada jam sibuk dan dilakukannya aktivitas bongkar muat di badan jalan.
Maka dari itu, peran terminal angkutan barang sangat penting dalam

mengatasi permasalahan angkutan barang.
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Terminal angkutan barang merupakan kontrol penyelenggaraan

angkutan barang yang melintas di pusat kota dan juga digunakan sebagai
tempat bongkar muat kendaraan barang yang tidak memiliki gudang.
Terkait dengan kendaraan barang yang tidak melakukan bongkar muat di
terminal tersebut, diijinkan bongkar muat pada gudang-gudangnya
sendiri, selama tidak melakukan aktivitas di badan jalan. Aktivitas bongkar
muat di badan jalan tentu saja akan memberikan dampak terhadap

kapasitas jalan.

Pemerintah Provinsi Banten saat ini sedang menyusun rencana
pembangunan terminal angkutan barang untuk mengatasi permasalahan
angkutan barang. Kajian terminal angkutan barang ini diharapkan dapat
bermanfaat dan berfungsi dalam penentuan lokasi terminal angkutan
barang di wilayah Provinsi Banten, mengingat setiap tahun terjadi
peningkatan jumlah angkutan barang dan belum adanya tempat
perhentian resmi yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan kemacetan,
sehingga memang sangat diperlukan keberadaan terminal sebagai salah
satu pelayanan transportasi secara regional yang dapat diharapkan

mengantipasi kemacetan lalu lintas di ruas jalan di Provinsi Banten.

Pergerakan angkutan barang di Provinsi Banten teridentifikasi bahwa
rute angkutan barang untuk wilayah Selatan dan tengah Banten, akan
menggunakan ruas-ruas dengan jalan Kelas III akibat terbatasnya
infrastruktur jalan Kelas I, distribusi pergerakan angkutan barang masih
didominasi di wilayah Banten Utara. Pergerakan asal tujuan perjalana
cenderung dominan pada kawasan-kawasan industri dan perdagangan
seperti Cikupa, Balaraja, Cikande, Cilegon, Bojonegara, Kota Serang
sendiri. Untuk pergerakan di wilayah Banten Selatan cenderung terpusat
di wilayah Pandeglang, Rangkasbitung serta Kota Serang. Terdapat
kecenderungan bahwa distribusi pergerakan angkutan barang
dari/menuju wilayah Banten Selatan akan terpusat di Kota Serang yang

untuk selanjutnya diditribusikan ke keluar wilayah Provinsi Banten. Namun
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untuk beberapa barang mentah kebutuhan industri dan perkebunan, akan

distribusikan secara langsung ke wilayah Balaraja/Cikupa dan Kota

Tangerang.

Untuk wilayah Banten Selatan terlihat pergerakan lalu lintas
angkutan barang yang terindikasi cukup jelas pola pergerakannya, yaitu
pada koridor Malingping—Saketi—Pandeglang—Rangkasbitung—Cigelung,
serta pergerakan pada poros Utara-Selatan yaitu Pandeglang—Serang
maupun Rangkasbitung—Cikande. Sedangkan untuk koridor Bayah-
Malingping—Panimbang—Labuan—Anyer—Cilegon (cincin selatan dan cincin
barat), saat ini bukan merupakan jalur angkutan barang dengan volume

lalu lintas yang tinggi.

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah, bahwa kendaraan
angkutan barang yang beroperasi di wilayah Provinsi Banten sebagian
besar adalah kendaran dengan nomor polisi luar daerah (data APRINDO
Banten 80% kendaraan angkutan barang adalah luar daerah). Dalam
rangka pengamanan jalan akibat dari lintasan angkutan barang, perlu
dilakukan pengendalian angkutan barang meliputi : penataan jalur lintas

angkutan barang dan penertiban angkutan barang.

2.4.1.4. Kinerja Perkeretaapiaan

Perkeretaapian di Provinsi Banten sampai saat ini peranannya masih
sangat rendah jika dibandingkan dengan moda transportasi darat lainnya.
Untuk masyarakat yang ada di wilayah utara Banten seperti Serang dan
Cilegon, yang menuju Jakarta atau sebaliknya lebih memilih menggunakan
kendaraan dibandingkan dengan kereta api. Hal ini disebabkan karena
jalur kereta api melingkar sehingga lebih panjang dari jalan arteri primer
yang berpengaruh terhadap waktu tempuh menjadi lebih lama
dibandingkan dengan menggunakan kendaraan. Tetapi masyarakat yang
ada di wilayah Selatan Banten terutama di Kabupaten Lebak serta di

Kabupaten Tangerang banyak menggunakan kereta api menuju Jakarta.
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Jaringan lintas kereta api yang masih berfungsi di provinsi Banten

saat ini adalah sepanjang 147,44 Km, diantaranya adalah jalur Tanah
Abang-Merak (129,3 Km), Duri-Tangerang (6,80 Km), dan Krenceng-
Cigading (11,34 Km). Sedangkan jalur kereta api yang sudah tidak
berfungsi sepanjang 158,46 Km, diantaranya adalah Cigading-Anyerkidul
(5,96 Km), Rangkasbitung-Labuan (56,50 Km), dan Saketi-Gunung Madur
(96,00 Km). Pengoperasian angkutan kereta api didukung oleh 23 stasiun
yang terdiri dari 1 stasiun kelas I di Rangkasbitung, 6 stasiun kelas II dan
16 stasiun kelas III yang tersebar di wilayah Provinsi Banten dengan

kapasitas dan pelayanan yang masil kurang memadai.

Berdasarkan hasil survai Perlintasan Sebidang Kereta Api diwilayah
Provinsi Banten pada tahun 2015 terdapat total sejumlah 147 vyaitu :
1. Lintas Tanah Abang — Merak terdapat 116 perlintasan Sebidang Kereta
Api, sebanyak 69 perlintasan resmi dan 47 perlintasan tidak resmi/liar;
2. Lintas Kereta Api Duri — Tangerang terdapat 18 Perlintasan Sebidang
Kereta Api, 5 perlintasan resmi dan 13 perlintasan tidak resmi/liar;
3. Ruas/lintasan Kereta Api Krenceng — Cigading 13 Perlintasan Sebidang

Kereta Api dan semuanya resmi.

Dari status perlintasan tersebut sebanyak 38 perlintasan dijaga dan
sisanya sebanyak 109 perlintasan tidak dijaga. Dalam rangka pengamanan
kereta api serta keselamatan lalu lintas yang melintas pada perlintasan
sebidang kereta api, maka diperlukan penertiban perlintasan sebidang
menjadi perlintasan tidak sebidang. Pengembangan jaringan dan
peningkatan layanan perkeretaapian di wilayah Provinsi Banten
berpedoman pada peraturan Gubernur Banten Nomor 12 tahun 2015

tentang Rencana Induk Perkeretapian Provinsi Banten.

2.4.2. Transportasi Udara
Pada prinsipnya urusan pemerintahan bidang perhubungan udara

meliputi pelayanan, keselamatan, aksesibilitas, kapasitas dan keterpaduan.
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Ruang lingkup pelayanan yang menjadi urusan pemerintahan daerah adalah

rekomendasi perijinan perusahaan bongkar muat, jasa pengurusan
transportasi, ekspedisi muatan pesawat udara dan pertimbangan ketinggian
batas bangunan khususnya di kawasan keselamatan operasi penerbangan
(KKOP). Proses rekomendasi tersebut diawali dengan penelitian dokumen
termasuk didalamnya rekomendasi dari pemerintah kabupaten/kota, survey

lapangan dan kajian teknis.

Penyelenggaran kegiatan di sekitar bandar udara berdasar surat edaran
Mendagri Nomor 553/2444/S] tanggal 29 Mei 2017 tentang Pengelolaan
Kawasan di Sekitar Bandar Udara Dalam Rangka Menjamin Keselamatan
Penerbangan. Adapun ruang lingkup keselamatan penerbangan meliputi
pengamanan alur lalu lintas dengan melakukan kegiatan sosialisasi KKOP di
wilayah sekitar bandar udara. Ruang lingkup aksesibilitas meliputi pemenuhan
untuk mendapatkan kemudahan melakukan mobilitas dari satu tempat
ketempat lainnya dengan mudah melalui alternatif-alternatif pilihan moda
udara yang akan digunakan. Provinsi Banten terdapat 4 (empat) bandara yaitu
Bandara Soekarno Hatta, Bandara Budiarto Curug, Bandara TNI-AU Gorda dan
Bandara Pondok Cabe.

Bandara Soekarno-Hatta merupakan bandara terbesar di Indonesia.
Terletak di Kota Tangerang dan menjadi pintu keluar-masuk internasional bagi
Indonesia baik untuk penumpang maupun barang. dan kepadatan bandara

dari jumlah pesawat dan penumpang melebihi kapasitasnya.

2.4.3. Transportasi Laut
Pada prinsipnya urusan pemerintahan bidang perhubungan laut meliputi
pelayanan, keselamatan, aksesibilitas, kapasitas dan keterpaduan. Ruang
lingkup pelayanan yang menjadi urusan pemerintahan daerah adalah
rekomendasi perijinan perusahaan bongkar muat, jasa pengurusan transportasi,
ekspedisi muatan kapal laut, tally. Proses rekomendasi tersebut diawali dengan

penelitian dokumen termasuk didalamnya rekomendasi dari pemerintah
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kabupaten/kota, survey lapangan dan kajian teknis. Ruang lingkup keselamatan

pelayaran meliputi pengamanan alur lalu lintas laut dan pengawasan terhadap
navigasi laut melalui kegiatan inspeksi angkutan laut, sekaligus pemantauan
terhadap lingkungan pelabuhan khususnya pelabuhan regional di wilayah

Provinsi Banten.

Ruang lingkup aksesibilitas meliputi pemenuhan untuk mendapatkan
kemudahan melakukan mobilitas dari satu tempat ketempat lainnya dengan
mudah melalui alternatif-alternatif pilihan moda laut yang akan digunakan.
Ruang lingkup kapasitas pelabuhan diwilayah Provinsi Banten terdiri dari
pelabuhan pengumpan regional, pelabuhan pengumpul dan pelabuhan utama

baik pelabuhan yang diusahakan maupun pelabuhan yang tidak diusahakan.

Guna meningkatkan daya saing khususnya terkait dengan transportasi
laut, di wilayah Provinsi Banten terdapat : pelabuhan penyeberangan, 3 (tiga)
pelabuhan umum, 40 (empat puluh) pelabuhan khusus, dan 6 (enam) pelabuhan
perikanan. Semuanya ini untuk mendukung kelancaran transportasi di Provinsi

Banten.

2.5.INDIKATOR KINERJA PELAYANAN YANG MENGACU PADA SPM
(STANDAR PELAYANAN MINIMAL)
Adapun Indikator kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Banten yang
mengacu pada SPM (Standar Pelayanan Minimal) dapat dilihat pada tabel 2.7.
yaitu :

Tabel 2.7.
Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi
(Permenhub No. 81 Tahun 2011)

Jenis Pelayanan

No
Dasar

Indikator Pelayanan SPM

1. | Angkutan Jalan
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No Jenis Pelayanan Indikator Pelayanan SPM
Dasar

a. Jaringan Tersedianya angkutan umum yang melayani
Pelayanan wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk
Angkutan Jalan | jaringan jalan Provinsi.

b. Jaringan Tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A
Prasarana pada setiap—Provinsi untuk melayani angkutan
Angkutan Jalan | umum dalam trayek.

c. Fasilitas Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu,
Perlengkapan marka dan guardrifl) dan penerangan jalan umum
Jalan (PJU) pada jalan Provinsi.

d. Keselamatan Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan

umum yang melayani trayek Antar Kota Dalam
Provinsi (AKDP).
e. Sumber Daya | Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai
Manusia (SDM) | pengawas kelaikan kendaraan pada perusahaan
angkutan umum, pengelola terminal, dan pengelola
perlengkapan jalan.
2. | Angkutan Sungai dan Danau

a. Jaringan Tersedianya angkutan sungai dan danau untuk
Pelayanan melayani jaringan trayek antar Kabupaten/Kota
Angkutan dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur
Sungai dan | pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari.
Danau

b. Jaringan Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk
Prasarana melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi
Angkutan pada jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam
Sungai dan | Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran
Danau sungai dan danau yang dapat dilayari.

c. Keselamatan Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal
sungai dan danau yang beroperasi pada trayek
antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

d. Sumber Daya | Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai

Manusia (SDM) | awak kapal angkutan sungai dan danau.
3. | Angkutan Penyeberangan

a. Jaringan Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi
Pelayanan pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi
Angkutan yang menghubungkan jalan Provinsi yang terputus
Penyeberangan | oleh perairan

b. Jaringan Tersedianya pelabuhan pada setiap ibukota Provinsi
Prasarana dan ibukota Kabupaten/Kota yang memiliki
Angkutan pelayanan  angkutan  penyeberangan  yang
Penyeberangan
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Jenis Pelayanan

No Indikator Pelayanan SPM
Dasar
beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam
Provinsi dan tidak ada alternatif jalan.

c. Keselamatan Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan
ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi
pada lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota
dalam Provinsi.

d. Sumber Daya | Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai

Manusia (SDM) | awak kapal penyeberangan dengan ukuran di
bawah 7 GT.
4. | Angkutan Laut

a. Jaringan
Pelayanan
Angkutan Laut

Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas
antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah
yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif
jalan

b. Jaringan
Prasarana
Angkutan Laut

Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Provinsi
dan ibukota Kabupaten/Kota untuk melayani kapal
laut yang beroperasi pada lintas trayek antar
Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang
memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif
angkutan jalan.

c. Keselamatan

Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan
ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi
antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

d. Sumber Daya
Manusia (SDM)

Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai
awak kapal untuk angkutan laut dengan ukuran di
bawah 7 GT.

2.6.TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS
PERHUBUNGAN

Tantangan utama yang perlu mendapat perhatian adalah pemenuhan

kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi, baik untuk jarak dekat,

menengah maupun jarak jauh. Untuk jarak menengah (dalam kota) nampaknya

hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Perhubungan kab./kota di

wilayah Provinsi Banten mengingat banyaknya penumpang angkutan kota dan

angkutan kota dalam provinsi (AKDP) yang beralih menggunakan sepeda motor

dan angkutan sewa penumpang umum tidak dalam trayek/online, sehingga

perlu penataan lebih lanjut.
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Sedangkan untuk pelayanan angkutan jarak jauh nampaknya ada

pergeseran pemilihan moda angkutan khususnya untuk kelas menengah ke
atas (kelas angkutan umum eksekutif) dari angkutan massal (bus dan kereta
api) beralih kepada kendaraan yang lebih kecil (travel). Peluang pengembangan
pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Banten dalam menangani masalah
transportasi ini cukup terbuka, khususnya untuk angkutan dalam trayek dan
angkutan tidak dalam trayek. Hal ini dimungkinkan dengan strategi Dinas
Perhubungan Provinsi Banten yang mencoba mengembangkan sarana

angkutan umum massal maupun monorel.
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BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN

3.1.IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
Secara geografis wilayah Provinsi Banten terletak pada 105°1'11” BT

hingga 106°7'12” BT dan 5°7°50” LS hingga 7°1'1” LS yang berbatasan dengan
wilayah-wilayah sebagai berikut :
¢ Sebelah utara dengan Laut Jawa;
¢ Sebelah timur dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat;
¢ Sebelah selatan dengan Samudera Hindia;

¢ Sebelah barat dengan Selat Sunda.

Provinsi Banten yang berada di wilayah ujung barat Pulau Jawa, memiliki
posisi yang sangat strategis dan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar,
tidak saja berskala lokal, regional, dan nasional, bahkan terdapat potensi yang
berskala internasional. Beberapa potensi unggulan nasional berada di Wilayah
Provinsi Banten antara lain sektor pariwisata, industri dan pertambangan yang

tersebar dibeberapa kawasan.

Provinsi Banten yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, masih terdapat
permasalahan di sektor transportasi yang belum dapat diselesaikan dengan
baik. Secara umum, sektor transportasi dapat dikategorikan ke dalam tiga
bagian yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Ketiga
bagian tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun

perekonomian di Provinsi Banten.
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Adapun pengembangan wilayah dibagi menjadi tiga Wilayah Kerja

Pembangunan (WKP) yang mempunyai ikon atau ciri khas prasarana
transportasi karena aktivitasnya yang lebih menonjol dibandingkan dengan
prasarana transportasi lainnya, yaitu :

1. Wilayah Kerja Pembangunan I (WKP I), yaitu Kota Tangerang, Kota
Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Di dalamnya terdapat Bandar
Udara Internasional Soekarno-Hatta yang merupakan gerbang masuknya
barang, dan penumpang melalui transportasi udara ke Indonesia.

2. Wilayah Kerja Pembangunan II (WKP II), yaitu Kota Cilegon, Kota Serang
dan Kabupaten Serang. Di dalamnya terdapat pelabuhan penyeberangan
Merak yang menjadi gerbang masuknya barang, dan penumpang dari Pulau
Sumatera ke Pulau Jawa.

3. Wilayah Kerja Pembangunan III (WKP III), yaitu Kabupaten Pandeglang, dan
Kabupaten Lebak. Di dalamnya terdapat Stasiun Kereta Api yang merupakan

gerbang masuk barang, dan penumpang terutama dari, dan ke Jakarta.

Transportasi semakin vital peranannya sejalan dengan perkembangan
teknologi yang semakin cepat, kemajuan ekonomi dan mobilitas
masyarakatnya. Hal-hal yang bersangkut paut dengan transportasi
menyinggung langsung kepada kebutuhan pribadi—pribadi warga masyarakat

dan berkaitan langsung dengan perekonomian di suatu wilayah.

Adapun permasalahan transportasi secara umum di Provinsi Banten adalah
sebagai berikut :
A. Terkait rendahnya tingkat keselamatan/tingginya tingkat keselamatan :

1) Kecelakaan lalu lintas, adapun faktor yang mempengaruhi diantaranya
adalah faktor kedisiplinan pengendara, kondisi kendaraan yang tidak layak,
kondisi jalan yang rusak dan sebagainya.

2) Rendahnya kinerja pelayanan angkutan umum, adapun faktor yang
mempengaruhinya karena tingkat pengetahuan dan disiplin operator

angkutan yang rendah.
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3) Kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan Provinsi

Banten seperti marka, rambu-rambu, RPP] dan paku jalan, adapun faktor
yang mempengaruhinya karena keterbatasan anggaran yang dimiliki dan
masih adanya aksi pencurian dan perusakan.

4) Rendahnya tingkat disiplin pengguna jalan, adapun faktor yang
mempengaruhinya adalah mental dari pengguna jalan tersebut dan
lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas.

5) Rendahnya penggunaan kendaraan angkutan umum yang berkapasitas
besar, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah kondisi angkutan
umum massal yang belum memenuhi harapan masyarakat banyak
pengguna jasa transportasi.

6) Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan
peruntukannya, adapun faktor yang mempengaruhi adalah keterbatasan
lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan
(sekolah, kantor, tempat usaha dan sebagainya).

7) Belum optimalnya pengelolaan kawasan di sekitar bandar udara dalam
rangka menjamin keselamatan penerbangan. Adapun faktor yang
mempengaruhi adalah kurangnya pengetahuan dan disiplin masyarakat.

8) Belum optimalnya pembinaan, pemantauan dan pengendalian angkutan
barang, faktor yang mempengaruhi kendaraan yang melintas di ruas jalan
kecenderungan overloading dan menggunakan moda bukan untuk

peruntukannya.

B. Terkait lamanya waktu tempuh :

1) Jumlah penduduk Provinsi Banten yang cukup tinggi yaitu sekitar + 12,3
juta (Sumber Banten Dalam Angka, 2016) jiwa dengan pertumbuhan
penduduk pertahun sebesar 2,07% menyebabkan kebutuhan akan
transportasi yang cukup tinggi, adapun faktor yang mempengaruhi adalah
daya tarik Provinsi Banten yang mendorong orang untuk berkunjung
ataupun menetap di Provinsi Banten.

2) Kemacetan lalu lintas pada daerah wisata, sentra usaha bisnis terutama

menjelang hari libur (Jum’at, Sabtu, Minggu), serta daerah perkantoran dan
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sekolah terutama pada hari kerja. Adapun faktor yang mempengaruhi

adalah kapasitas jalan dan tempat parkir yang belum memadai.

3) Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan
jaringan jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah kemudahan
konsumen dalam memiliki kendaraan sementara Pemerintah Daerah
kesulitan dalam pembebasan lahan untuk menambah ruas jalan yang baru.

4) Tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi, faktor yang
mempengaruhinya adalah pengguna transportasi umum yang beralih ke
kendaraan pribadi sementara angkutan umum dinilai tidak cukup nyaman.

5) Jaringan jalan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan pola
distribusi angkutan barang, faktor yang mempengaruhinya adalah belum
adanya terminal angkutan barang yang menjadi sentra distribusi barang.

6) Penataan prasarana transportasi, adapun faktor yang mempengaruhi
adalah belum terpenuhinya fasilitas transportasi pendukung (JPO,

shelter/halte, tempat parkir, perambuan) sesuai kebutuhan.

C. Terkait tingginya biaya transportasi :

1) Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi
secara menyeluruh, adapun faktor yang mempengaruhi karena
penanggulangan masalah transportasi belum menjadi top priority bagi
pemangku kebijakan.

2) Belum mantapnya manajemen kepengusahaan angkutan umum, adapun
faktor yang mempengaruhinya adalah masih banyaknya manajemen
angkutan umum dilakukan oleh pribadi/orang per orang secara tradisional.

3) Belum tersedianya pelabuhan pengumpan regional, faktor yang
mempengaruhi masih dominannya pengangkutan berbasis jalan.

4) Logistik ekspor/impor Provinsi Banten kecil dibanding DKI, faktor yang
mempengaruhi adalah Provinsi Banten hanya sebagai lintasan, sehingga
perlu dibangun Pelabuhan Utama (pengembangan Pelabuhan Bojonegara).

5) Terjadi penumpukan penumpang angkutan udara di Bandara Soekarno-

Hatta, faktor yang mempengaruhi adalah overloading taffic penerbangan di
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Bandara  Soekarno-Hatta, sehingga  perlu  membangun dan

mengembangkan bandar udara Banten Selatan.

Perubahan berbagai paradigma diatas sangat berpengaruh kepada
kebijakan, strategi dan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Dalam skala
regional isu demokratisasi, hak azasi manusia dan lingkungan hidup (gas rumah
kaca) yang lahir dan tumbuh berkembang di era reformasi perlu diantisipasi
oleh Dinas Perhubungan Provinsi Banten dalam pemberian pelayanan umum
yang semakin mempertimbangkan azas keadilan, penyediaan fasilitas
pelayanan umum yang memadai dan terjangkau, penyediaan prasarana dan
sarana transportasi serta penyusunan peraturan perundangan yang berkaitan

dengan kebijakan publik.

Keterbukan informasi pada masyarakat untuk melakukan penyampaian
pendapat terhadap kebijakan publik yang mereka anggap kurang memenuhi
azas keadilan menuntut adanya transparansi dalam proses pelayanan dan
sosialisasi produk kebijakan publik yang akan diterapkan dalam skala regional,
sehingga kebijakan tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga Dinas
Perhubungan Provinsi Banten perlu mengantisipasi berdasarkan pelaksanaan

fungsi hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

Dengan melihat fenomena dan perubahan paradigma diatas, sangat
disadari bahwa pengaruh global dan regional serta lokal merupakan landasan
bagi terbentuknya lingkungan baru dimasa depan. Dalam kaitan ini profil masa
depan yang merupakan refleksi dari berbagai tantangan dan perubahan
sebagaimana yang dikemukakan diatas adalah :

1) Terjadinya keterkaitan, keterpaduan dan ketergantungan antara elemen
pada semua bidang.

2) Kecenderungan terpolanya lingkungan kerja masa depan yang sekaligus
menggambarkan pola antar kegiatan dengan layanan antar moda
transportasi yang saling terintegrasi secara kesisteman. Lingkungan kerja

masa depan yang terbentuk akibat kemajuan teknologi transportasi akan
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melahirkan realitas baru, yaitu adanya nuansa keterhubungan global dan

mobilitas global antar sub sistem kegiatan.

3) Dalam persaingan global yang semakin tajam akan diwarnai oleh
kecanggihan teknologi transportasi sehingga sektor transportasi akan
dihadapkan kepada tuntutan atas kecepatan, keandalan, efisiensi dan daya
saing yang semakin tinggi.

4) Sektor transportasi dituntut semakin berperan dalam mendukung
pergerakan orang, barang dan jasa guna mendukung tumbuhnya ekonomi
di Provinsi Banten serta sekaligus mempersempit kesenjangan antar daerah
dengan senantiasa memperhatikan kesesuaian tata ruang dan kelestarian
lingkungan.

5) Meningkatnya tuntutan konsumen atau pengguna jasa terhadap kualitas
layanan jasa transportasi yang direfleksikan oleh terwujudnya :

a. Kondisi persaingan yang sehat, efisien dan berkelanjutan dalam
penyelenggaraan jasa transportasi yang pada gilirannya dapat
memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Provinsi Banten.

b. Pemerataan manfaat persaingan atau kompetensi bagi pengguna jasa,
penyelenggara serta pemerintah Provinsi Banten kepada seluruh
lapisan masyarakat.

c. Perlindungan terhadap kepentingan pengguna jasa transportasi, dalam
hal kualitas pelayanan, tarif dan variasi pilihan jasa sesuai
preferensinya.

d. Peraturan Daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan transportasi

secara efektif.

Dengan memperhatikan dalam menyikapi kecenderungan kedepan yang
dihadapi, baik oleh jajaran operator maupun pengguna jasa tersebut,
diperlukan peran aktif Dinas Perhubungan Provinsi Banten dalam melaksanakan
tugas dan fungsi pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan
transportasi dalam pengalokasian dan pendayagunaan secara efektif dan

efisien.
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3.2.TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH TERPILIH
Visi kepala daerah terpilih periode 2017-2022 adalah “Banten Yang

Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah”.

Sedangkan misi kepala daerah terpilih periode 2017 — 2022 yaitu :

1. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance),
2. Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur;

3. Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan Berkualitas;

4. Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas;

5. Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi.

Berdasarkan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala
daerah terpilih, tugas pokok Dinas Perhubungan Provinsi Banten vyaitu
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah
dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Tugas pokok ini mencerminkan
misi pertama, Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good
Governance) dan misi kedua Membangun dan Meningkatkan Kualitas
Infrastruktur. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Dinas Perhubungan
Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi-fungsi yaitu Penyusunan rencana

strategis dinas berdasarkan rencana strategis pemerintah daerah.

3.3.TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Sasaran pembangunan transportasi nasional berdasarkan RENSTRA
Kementrian Perhubungan tahun 2015-2019 adalah terwujudnya pertumbuhan
sektor transportasi yang berkesinambungan; terwujudnya peningkatan dan
pemerataan pelayanan jasa transportasi ke seluruh pelosok tanah air;
terwujudnya keselamatan, keamanan dan keandalan seluruh moda transportasi
sesuai standar pelayanan minimal; terwujudnya profesionalisme SDM
transportasi dan melanjutkan pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan dan
reformasi regulasi; meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang

efisien dan ramah lingkungan.
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Kebijakan Umum Kementerian Perhubungan dalam pembangunan dan

penyelenggaraan transportasi (2015-2019) meliputi hal-hal sebagai berikut :
A. Keselamatan dan Keamanan
1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi;
Strategi :
« Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar
keselamatan transportasi;
« Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha;
» Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan
transportasi;
e Penguatan kelembagaan.
2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan
transportasi;
Strategi :
e Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar
keamanan transportasi;
» Peningkatan koordinasi dalam rangka mencegah terjadinya tindakan
melawan hukum di sektor transportasi.
B. Pelayanan
1. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
Strategi :
e Peningkatan kehandalan sarana dan prasarana transportasi
sertapenataan jaringan/rute;
e Penyusunan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana
transportasi;
« Implementasi standar pelayanan publik pada sarana dan prasarana
transportasi.
2. Terpenuhinya SDM Transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai
dengan kebutuhan;
Strategi :
» Meningkatkan disiplin dan profesional SDM;
» Mengembangkan kapasitas diklat SDM transportasi;

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Tahun 2017-2022 Bab III-8



Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Perhubungan
¢ Meningkatkan penyerapan lulusan bidang transportasi.

3. Meningkatnya kinerja capaian dalam mewujudkan good governance,
Strategi :
« Penuntasan agenda reformasi birokrasi;
« Integrasi system manajemen dan pelaporan kinerja dan keuangan;
» Penyederhaan perizinan dan penerapan e-government dilingkungan
Kemenhub.
4. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang
transportasi;
Strategi :
e Pemetaan arah/kebutuhan kerangka regulasi;
» Peningkatan koordinasi dengan instansi lainnya;
e Penyusunan peraturan perundang-undangan, penyederhanaan dan
harmonisasi regulasi bidang transportasi.
5. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan
teknologi ramah lingkungan pada bidang transportasi;
Strategi :
e Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang ramah
lingkungan dan tahan terhadap dampak perubahan iklim;
« Pemanfaatan bahan bakar yang berbasis energi baru terbarukan/EBT;
« Penerapan system manajemen transportasi dalam rangka peningkatan
penggunaan angkutan umum.
6. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan
Clean Governance,
Strategi :
e Mengoptimalkan peran Inspektorat sebagai consultant dan quality
assurance,

« Peningkatan kualitas hasil pengawasan serta SDM pengawasan.

C. Kapasitas Transportasi
1. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;

Strategi :
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e Peningkatan kualitas sarana prasaranan angkutan umum massal

perkotaan;

e Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berdasarkan
outcomes;

« Pembangunan jaringan pelayanan yang terintegrasi antarmoda;

» Mendorong pembangunan infrastruktur transportasi melalui kerjasama
Pemerintah dan badan usaha serta melalui pembiayaan swasta;

2. Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan,
terluar, terpencil.

Strategi :

e« Mempercepat pembangunan infrastruktur  transportasi guna
memperkecil kesenjangan antar wilayah;

» Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;

» Penyediaan sarana angkutan keperintisan di wilayah perbatasan, terluar,
terpencil dan rawan bencana.

3. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajeman
transportasi perkotaan;

« Penggunaan teknologi /intelligent transport system (ITS), pembangunan
area traffic control system (ATCS) pada perlengkapan jalan (APILL, PJU
warning light).

Selanjutnya hal-hal yang perlu dilakukan sinergitas antara pusat dan
daerah berupa dukungan lahan atau sinergi perencanaan teknis maupun
pelaksanaan yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan dan pengelolaan prasarana, sarana dan fasilitas transportasi
dengan terimplementasinya teknologi transportasi yang efisien dan ramah
lingkungan;

2. Terpasangnya fasilitas keselamatan, terbangunnya/pengembangan simpul
transportasi;

3. Pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi dengan
terciptanya rencana induk angkutan, rencana induk system informasi lalu
lintas, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa di jalan nasional dan

provinsi;
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4. Manajemen dan peningkatan keselamatan transportasi dengan

terselenggaranya kegiatan keselamatan transportasi  (sosialisasi,

penyusunan pedoman teknis keselamatan transportasi).

3.4.TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
Hasil telaahan terhadap rencana struktur ruang, rencana pola ruang,
penetapan kawasan strategis dan arahan kebijakan ruang, menunjukkan
bahwa Provinsi Banten yang berada di wilayah ujung barat Pulau Jawa, memiliki

posisi yang strategis dan memiliki potensi ekonomi yang besar.

Untuk peningkatan akses pelayanan pusat-pusat pertumbuhan dalam
wilayah Provinsi Banten yang merata dan berhierarki, meliputi :

e Meningkatkan keterkaitan antar pusat atau antar kawasan perkotaan,
keterkaitan antara pusat atau kawasan perkotaan dengan kawasan
perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dengan kawasan sekitarnya;

¢ Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum
terlayani oleh pusat pertumbuhan;

¢ Mewujudkan kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih
kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.

Mengacu kepada rencana struktur ruang revisi RTRW Provinsi Banten,

maka rencana pengembangan transportasi di Provinsi Banten meliputi, yaitu:

3.4.1.Pengembangan Jaringan Jalan
Pengembangan jaringan jalan nasional meliputi jaringan jalan arteri
primer, kolektor primer, dan jalan tol melalui :

a. Pengembangan kualitas jaringan jalan arteri primer di Daerah meliputi :
JIn. Raya Merak (Cilegon), JIn. Raya Cilegon (Cilegon), JIn. Raya Serang
(Cilegon), JIn. Raya Cilegon (Serang), Jin. Letnan Jidun (Serang), Jin. Tb.
Suwandi (Serang), Jin. Abdul Hadi (Serang), Jin Kh. Abdul Fatah Hasan
(Serang), Jin. Sudirman (Serang), JIn. Raya Serang (Tangerang), Jin.
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Otista (Tangerang), Jin. Ks. Tubun (Tangerang), Jin. Daan Mogot
(Tangerang - Bts. DKI)

b. Pengembangan kualitas jaringan jalan kolektor primer di Daerah meliputi
JIn. Raya Anyer (Cilegon), Pasauran — Labuhan, JI. A. Yani (Labuhan),
Labuhan - Sp. Labuhan, Simp. Labuhan — Saketi, Cigadung - Cipacung
JIn. By Pass Rangkasbitung (JIn. Soekarno Hatta Rangkasbitung), Jin.
Raya Cipanas (Rangkasbitung) , Sp Labuan - Cibaliung, Cibaliung -
Cikeusik - Muara Binuangen, Muara Binuangeun — Simpang, Simpang —
Bayah, Bayah - Cibarenok - Bts. Prov. Jabar, Jin. Raya Pandeglang
(Serang) JIin. Raya Serang (Pandeglang), Bts.DKI Banten -
Gandaria/Bts.Depok/ Tangerang (Ciputat - Bogor), Jin. Rambutan
(Ciputat), Jin. Otista (Ciputat) Jin. Akses Tol Merak, Cikande -
Rangkasbitung, Jin. Raya Cikande (JIn. Otto Iskandardinata
Rangkasbitung), Cibaliung - Sumur, Citereup - Tanjung Lesung, Serdang
- Bojonegara — Merak.

c. Pengembangan jaringan jalan pada jaringan jalan bebas hambatan dalam
kota di Daerah meliputi :

Jakarta — Tangerang dan Jakarta — Tangerang II Elevated;

Prof. Dr. Sedyatmo dan Prof. Dr. Sedyatmo Elevated;

Pondok Aren — Serpong;

Pondok Aren — Ulujami;

Serpong — Balaraja;

Semanan — Sunter;

Sunter — Rawa Buaya — Batu Ceper;

® N o0k W=

Jakarta Outer Ring Road II yang meliputi Cengkareng — Batu Ceper —
Kunciran, Kunciran — Serpong, Serpong — Cinere; dan
9. Bojong Gede — Balaraja.
d. Pengembangan jaringan jalan pada jaringan jalan bebas hambatan antar
kota di Daerah meliputi :
1. Tangerang — Merak;
2. Cilegon — Bojonegara;

3. Serang — Panimbang;
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4. Semanan — Rajeg — Balaraja; dan

5. Kamal — Teluk Naga — Rajeg.

e. Rencana Pengembangan jalan nasional Bayah—Cibarenok— Batas Provinsi
Jawa Barat, Teluknaga—Bandara Soekarno Hatta, Serang—Pandeglang,
Pangarangan—Bayah—batas Provinsi Jawa Barat, Simpang 3 (tiga)
Cilegon, Simpang 3 (tiga) Labuan, Simpang 3 (tiga) Tarogong, Merak—
Suralaya—Pulo Ampel Bojonegara—Cilegon, Tangerang—Bandara Soekarno
Hatta, Labuan—Saketi—Pandeglang—Rangkasbitung—Cipanas—batas
Provinsi Jawa Barat;

f. Rencana pengembangan jalan nasional Cikande — Rangkasbitung, Jalan
Cikande — Serang — Cilegon, Cipanas - Warung banten- Bayah, Jalan
Tanjung Lesung — Sumur, dan jalan lintas selatan Banten;

g. Rencana Pengembangan sistem jaringan transportasi angkutan massal
cepat terpadu berbasis jalan di seluruh Wilayah Provinsi Banten;

h. Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi angkutan massal

berbasis jalan dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta.

Pengembangan jaringan jalan provinsi meliputi :
a. Pengembangan dan peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan
provinsi meliputi : Pakupatan — Palima, Palima - Pasang Teneng, Ciruas
- Petir - Wr.Gunung, Lopang - Banten Lama, Jl. Akses Pelabuhan
Karang Hantu, JI. Trip Jamaksari, JI. Ayip Usman, JI. A. Yani (Serang),
JI. Veteran, JI. KH. Syam'un, JI. Mayor Safei (Serang), JI. Raya Cilegon
(Serang), JI. TB. A Katib (Serang), JI. Yusuf Martadilaga (Serang),
Sempu - Dukuh Kawung, Simpang Taktakan - Gn. Sari, Gn. Sari -
Mancak — Anyer, Kramatwatu — Tonjong, Ciruas — Pontang, Parigi —
Sukamanah, Ciomas — Mandalawangi, Jalan Yasin Beji, Jalan Raya
Industri, Terate - Banten Lama, Banten Lama — Pontang, Pontang —
Kronjo, Kronjo — Mauk, Mauk - Teluk Naga, Teluk Naga — Dadap,
Citeras — Tigaraksa, Tigaraksa — Malangnengah, Sp. Bitung — Curug,
Curug - Legok - Parung Panjang, Cisauk — Jaha, Jl. Beringin Raya, Jl.
Raya By Pass Tangerang (JI. Sudirman), Jl. M.H. Thamrin Kota
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Tangerang, Jl. Raden Fatah (Ciledug), Jl.Raya Cipondoh (JI. Hasyim

Ashari), JI.Raya Ciledug (JI. Hos Cokroaminoto), JI. Serpong Raya, Jl.
Pahlawan Seribu, JI. Serpong Parung, JI. Aria Putra ( Ciputat), JI. Raya
Jombang, JI. Otto Iskandardinata (Ciputat), JI. H. Usman (Ciputat), JI.
Pajajaran (Ciputat), JI. Siliwangi, ]I. Puspitek Raya, JI. Surya Kencana
- Simpang Dr. Setiabudi, JI. Cabe Raya — Cireundeu Raya, JI. Serang -
Pandeglang (Pandeglang), JI. A. Yani (Pandeglang), Jl. Tb. Asnawi
(Pandeglang), JI. Abdul Rahim (Pandeglang), Jl. Raya Labuan
(Pandeglang), JI. Widagdo (Pandeglang), JI. Pandeglang -
Rangkasbitung (Pandeglang), Tanjung Lesung — Sumur, Mengger -
Mandalawangi-Caringin, Saketi — Ciandur, Picung — Munjul, Munjul -
Panimbang, Cisekeut — Sobang — Tela, Munjul — Cikaludan - Cikeusik,
JI. Sudirman (Labuan), JI. Desa Teluk (Akses PPP Labuan), Maja —
Koleang, Saketi — Malingping - Simpang, Cipanas - Warung Banten,
Bayah — Cikotok, Cikotok - Bts Jabar, Gunung Madur - Pulau Manuk, JI.
A. Yani (Rangkasbitung), JI. Sunan Kalijaga (Rangkasbitung), Sp.
Gading Serpong - Serenade - Kebon Nanas.

b. Rencana pembangunan jalan dari Gerbang Tol Serang Timur -
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten;

c. Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi angkutan massal
berbasis jalan dari dan menuju Bandara Udara Soekarno Hatta; dan

d. Rencana pembangunan sistem jaringan transportasi angkutan massal
cepat terpadu berbasis jalan di seluruh wilayah Provinsi Banten;

e. Rencana pengembangan sistem jaringan lintas angkutan barang di

wilayah Provinsi Banten.

3.4.2. Rencana Pengembangan Terminal
Rencana Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan terminal
penumpang tipe A meliputi :
1. Terminal Merak yaitu Kawasan Terminal Terpadu Merak — Kota
Cilegon;

2. Terminal Pakupatan di Kota Serang;
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Terminal Poris Plawad di Kota Tangerang;

Terminal Kadubanen di Kabupaten Pandeglang;

Terminal Kadu Agung Mandala/Mandala di Kabupaten Lebak;
Terminal Balaraja di Kabupaten Tangerang;

Terminal Pondok Cabe di Kota Tangerang Selatan;

Terminal Labuan di Kabupaten Pandeglang; dan

w O N o U kAW

Terminal Malingping di Kabupaten Lebak.

Eksisting Terminal Tipe-A di Provinsi Banten : Terminal Pakupatan
(Kota Serang), Terminal Terpadu Merak (Kota Cilegon), Terminal Poris
Plawad (Kota Tangerang), Terminal Kadubanen (Kab. Pandeglang). Sesuai
dengan amanat undangpundang nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, maka pengelolaan terminal Tipe-A diambil alih oleh

kementerian perhubungan mulai tahun 2016.

Rencana Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan terminal
penumpang tipe B meliputi :

Terminal Pasar Badak Pandeglang di Kabupaten Pandeglang;
Terminal Bayah di Kabupaten Lebak;

Terminal Ciputat di Kota Tangerang Selatan;

Terminal Cadas, Jatiuwung di Kota Tangerang;

Terminal Ciledug di Kota Tangerang;

Terminal Cibeber/Seruni di Kota Cilegon; dan

N o v s W=

Terminal Tanara di Kabupaten Serang.

3.4.3.Rencana Pengembangan Jaringan Kereta Api

Pengembangan jaringan kereta api meliputi :

a. Pengembangan jaringan prasarana kereta api yang menghubungkan
kawasan-kawasan industri, simpul-simpul transportasi utama vyaitu
pembangunan jaringan prasarana baru pada lintas:

1. Tonjong Baru — Pelabuhan Bojonegara;

2. Serpong — Tangerang — Bandara Soekarno Hatta;
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Serang — Cikande — Cikupa — Serpong;

Manggarai — Bandara Soekarno Hatta;

Bandara Soekarno Hatta — Pluit — Kota; dan

o AW

Rencana pembangunan jalur kereta api Bojonegara — Pantura —

Tanjung Priuk.

b. Pembangunan jaringan prasarana kereta api baru pada Lintas Parung
Panjang — Serpong — Citayam — Nambo — Cikarang; Lintas Serang —
sepadan tol — Balaraja, Lintas Balaraja — Jakarta — Cikarang;

c. Pengembangan angkutan perkotaan terutama pada Lintas Tangerang —
Duri, dan Lintas Merak — Cilegon — Serang — Rangkasbitung — Serpong —
Tanah Abang;

d. Pengembangan jalur ganda kereta api Jakarta — Kota Tangerang;

e. Pengembangan trayek kereta api khusus lintas Tanah Abang — Cilegon,
Tanah Abang - Cigading dan jaringan jalur kereta api khusus pada
kawasan industri;

f. Pengembangan stasiun kereta api terpadu pada kawasan Terminal
Merak, kawasan Bojonegara, kawasan Bandara Soekarno-Hatta,
Kawasan Bandar Udara Banten Selatan, dan Kawasan BumiSerpong
Damai;

g. Pembangunan jalur ganda dan elektrifikasi antara Maja — Rangkasbitung
— Merak;

h. Pembangunan lintas baru Cilegon — Anyer Kidul — Labuan —

Panimbang;

i. Pembangunan infrastruktur kereta api dalam kota yaitu Kereta Api
Express SHIA jalur Soekarno Hatta — Sudirman;

j. Peningkatan akses jaringan prasarana dan pelayanan di kawasan
perkotaan jalur kereta api lintas Cilegon — Serang — Pandeglang —
Rangkasbitung;

k. Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan prasarana kereta api pada

lintas Merak — Cilegon — Serang — Tangerang — Jakarta;
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l. Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan prasarana kereta api yang

padat melayani transportasi perkotaan antara lain pada lintas
Rangkasbitung — Serpong — Tanah Abang, dan Lintas Tangerang — Duri;

m. Peningkatan aspek keselamatan transportasi kereta api dengan
pengembangan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan terutama
perlintasan sebidang pada ruas jalan provinsi yang kepadatan lalu lintas
kendaraannya tinggi;

n. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana untuk Stasiun Merak di
Kota Cilegon, Stasiun Krenceng, di Kota Cilegon, Stasiun Serang di Kota
Serang, Stasiun Rangkasbitung di Kabupaten Lebak, Stasiun Pasar Anyar
di Kota Tangerang, Stasiun Serpong di Kota Tangerang Selatan dan
Stasiun Maja di Kabupaten Lebak;

0. Rencana pengembangan dan pembangunan stasiun kereta api diatur
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

p. Pengaktifan kembali jalur kereta api lintas Ciwandan — Anyer Kidul,
Rangkasbitung — Saketi — Labuan, Saketi — Malingping — Bayah;

g. Perbaikan jaringan kereta api Rangkasbitung — Saketi — Malingping —
Bayah dan jaringan kereta api Saketi — Labuan;

r. Rencana Pengembangan Jalur KA lintasan Panimbang — Cibaliung —
Malingping;

s. Rencana pembangunan jalur KA Merak — Bandara Soekarno Hatta;

t. Rencana pembangunan Dryport di Kecamatan Jambe Kabupaten
Tangerang;

u. Pengembangan angkutan massal cepat terpadu berbasis rel Cilegon —
Serang — Pandeglang — Rangkasbitung dan Jalur MRT lintas Batuceper-
Serpong;

v. Pembangunan angkutan massal cepat terpadu berbasis rel dari wilayah
timur ke wilayah barat yaitu Cikarang — Jakarta — Balaraja — Serang;

w. Pengembangan transportasi cepat terpadu berbasis rel di Kota
Tangerang dan Kota Tangerang Selatan;

X. Rencana pembangunan Transit Oriented Development /TOD di seluruh

Provinsi Banten;
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y. Rencana pengembangan angkutan massal berbasis rel dari dan menuju

Bandara Udara Soekarno Hatta; dan
z. Rencana pembangunan sistem transportasi massal berbasis rel di seluruh

Provinsi Banten.

Pengembangan stasiun kereta api termasuk fasilitas park and ride
pada pusat-pusat kegiatan Strategis Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang meliputi Kawasan Perkotaan
Tangerang dan Kawasan Perkotaan Tangerang Selatan
(Jabodetabek), Kawasan Perkotaan Serang, dan Kawasan
Perkotaan Cilegon.

2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang meliputi Kawasan Perkotaan
Pandeglang dan Kawasan Perkotaan Rangkasbitung. Sedangkan
yang diusulkan untuk menjadi Pusat Kegiatan Wilayah promosi
(PKWp) : Panimbang, Bayah, Maja, Balaraja, dan Teluk Naga.

3) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi perkotaan: Labuan,
Cibaliung, Malingping, Anyar, Baros, Kragilan, Kronjo, dan
Tigaraksa.

3.4.4.Rencana Pengembangan Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan
Pengembangan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
meliputi :
a. Rencana pengembangan pelayanan angkutan penyeberangan yang
melayani pulau-pulau berpenghuni, yaitu:
1. Cituis — Kepulauan Seribu, Tanjungkait — Kepulauan Seribu,
2. Tanjungpasir — Kepulauan Seribu, Dadap — Kepulauan Seribu;
3. Karangantu — Pulau Tunda, Grenjang — Pulau Panjang;
4. Sumur — Pulau Panaitan, Muarabinuangeun — Pulau Deli;
5. Labuan - Pulau Sangiang; dan
6. Merak — Kepulauan Anak Gunung Krakatau.
b. Rencana Pembangunan/Pengembangan Dermaga Penyeberangan
Merak;
c. Rencana Pengembangan Pelabuhan Penyebrangan Merak sebagai

Pelabuhan Kelas I;
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. Rencana pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Margagiri sebagai

Pelabuhan Kelas I;

Rencana Pengembangan angkutan sungai pada sungai-sungai yang
berpotensi dan memenuhi persyaratan;

Rencana Pengembangan angkutan danau/waduk pada danau/waduk

yang berpotensi dan memenuhi persyaratan;

. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang angkutan

sungai, danau dan penyeberangan;

. Rencana pengembangan angkutan perintis pada daerah terpencil dan

atau terisolir;

Rencana Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau sebagai
Pelabuhan Pengumpan yang meliputi : Pelabuhan Panimbang,
Bojongmanik, Pontang, Tirtayasa, Carenang, Kragilan, Cikande,

Kasemen, Cihara, Pakuhaji dan Sepatan.

3.4.5. Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi Laut

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut meliputi :

a.

Rencana Pengembangan Pelabuhan Utama Banten/Ciwandan di Kota
Cilegon;

Rencana Pengembangan dan pembangunan Pelabuhan Utama,
Pelabuhan Pengumpul dan Pelabuhan Peti Kemas Bojonegara di
Kabupaten Serang;

Rencana pengembangan Pelabuhan Merak Mas untuk dikembangkan

menjadi pelabuhan utama;

. Rencana Pengembangan Pelabuhan Pengumpul yaitu Pelabuhan Merak

dan Pelabuhan Warnasari di Kota Cilegon;

Rencana Pengembangan Pelabuhan Karangantu sebagai Pelabuhan
Pengumpan Regional dan Pelabuhan Pengumpul;

Rencana Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional vyaitu

Pelabuhan Anyer Lor, dan Pelabuhan Labuan;

. Rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Lokal antara lain Pelabuhan

Bayah, Muarabinuangeun, Panimbang, Genyang-Puloampel, Pasauran,
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Pulopanjang-Puloampel, Tanjung Leneng, Terate, Pulotunda-

Tirtayasa, Lontar-Pontang, Muara Dadap;

h. Rencana Pengembangan Lokasi Wilayah Kerja Pelabuhan Pengumpan
Lokal di Cituis dan Kresek/Kronjo;

i. Rencana pengembangan Pelabuhan Cigading sebagai Terminal Umum
Multipurpose KBS Cigading dan sebagai pelabuhan pengumpul di Kota
Cilegon;

j. Rencana Pengembangan terminal khusus di Kabupaten Lebak,
Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang
untuk mendukung potensi industri, pariwisata, pertanian, dan
pertambangan;

k. Rencana Pengembangan pelayanan sarana dan prasarana pelabuhan
laut dan penyeberangan perintis yang melayani pulaupulau kecil dan
terisolir;

|. Rencana pembangunan pelabuhan regional multifungsi di Kecamatan
Bayah Kabupaten Lebak dan Kecamatan Panimbang Kabupaten

Pandeglang.

3.4.6. Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi Udara

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi udara meliputi :

a. Rencana pembangunan terminal 3 dan pengembangan Bandara Udara
Soekarno Hatta sesuai dengan hierarkinya sebagai bandara pengumpul
primer;

b. Rencana pengembangan Bandara Udara Budiarto di Kabupaten
Tangerang sebagai bandar udara yang diperuntukan khusus sebagai
pusat pendidikan dan latihan penerbangan di Indonesia;

c. Rencana pengembangan kawasan Lapangan Terbang Pondok Cabe di
Kota Tangerang Selatan;

d. Rencana pengembangan Bandara Udara Gorda di Kabupaten Serang
sebagai bandar udara khusus untuk kepentingan pertahanan dan sipil;

e. Rencana pembangunan Bandar Udara Banten Selatan di Kabupaten

Pandeglang sebagai bandara pengumpul tersier;

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Tahun 2017-2022 Bab III-20



Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Perhubungan
f. Rencana pengembangan bandara udara khusus untuk mendukung

pertumbuhan kebutuhan pelayanan angkutan barang ekspor impor;
g. Rencana pembangunan, pengembangan dan memantapkan jaringan
pelayanan angkutan udara pada rute-rute penerbangan domestik dan
internasional;
h. Rencana peningkatan pengawasan dan pengendalian kegiatan
pembangunan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan; dan
i. Rencana pembangunan Bandara Udara Panggarangan/Cihara dan

Maja di Kabupaten Lebak.

3.5.PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Banten

dalam 5 (lima) tahun ke depan vyaitu :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Peningkatan profesioalisme aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Banten
disertai peningkatan fasilitas pendukungnya (sarana dan prasarana
aparatur) untuk membantu kelancaran pelayanan di bidang transportasi;
Tingkat kemacetan yang perlu penanganan secara serius dan intens;
Tingkat pelayanan angkutan umum vyang belum sesuai harapan
masyarakat pengguna jasa transportasi;

Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, traffic light) yang umur
pakainya sudah lama sehingga memerlukan perbaikan/penggantian;
Fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte) yang perlu penanganan
lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat
pengguna jasa transportasi;

Pengembangan sarana angkutan umum masal yang memadai sebagai
upaya untuk menarik kembali pengguna kendaraan pribadi untuk beralih
ke kendaraan umum sehingga dapat memberikan kontribusi yang
signifikan dalam upaya mengurangi kemacetan;

Pembangunan Terminal Tipe-B dan pelabuhan pengumpan regional sesuai
amanat RPIJMD Provinsi Banten 2017-2022 dan Undang-Undang Nomor 23

tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1.TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS
PERHUBUNGAN
Memasuki periode pembangunan keempat—akselerasi ke II
(2018-2022) RPIPD 2005-2025 Provinsi Banten, Dinas Perhubungan
sebagai perangkat daerah Provinsi Banten merupakan salah satu pelaku
pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam
pencapaian harapan terhadap terwujudnya "Banten Mandiri, Maju,
Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”. Harapan tersebut
merupakan ukuran keberhasilan yang dicita-citakan dalam
penyelenggaraan pembangunan jangka menengah Provinsi Banten
pada periode 2017-2022.

Merujuk pada kerangka Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022. Mempertimbangkan
perkembangan lingkungan strategis, kearifan lokal yang menjujung
tinggi konsep iman dan tagwa dalam implementasinya akhlaqul karimah
maka perlu diwujudkan suatu kondisi masyarakat yang dinamis,
masyarakat yang maju dan berdaya saing, sehingga dirumuskan dalam
visi, yaitu menggambarkan arah pembangunan dan kondisi masa
depan, dalam visi pembangunan Provinsi Banten yang akan dicapai
selama lima tahun mendatang (2017-2022), yaitu :

“"BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,
SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH".

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka diuraikan dalam
beberapa misi. Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus
dilakukan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan

arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu,
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untuk mewujudkan Visi Provinsi Banten 2017-2022 tersebut akan

ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Governance);

2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;

3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan
berkualitas;

4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan
berkualitas;

5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Tujuan dan sasaran ditetapkan guna menjabarkan atau
implementasi dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Maksud
ditetapkannya tujuan dan sasaran tersebut mengacu kepada
pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Dinas Perhubungan sebagai salah satu perangkat daerah dengan
tugas pokok dan fungsi dibidang transportasi berkewajiban untuk
mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul
karimah, efektif, efisien, transparan, akuntabel, berintegritas,

berkompetensi serta melayani masyarakat.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut diatas, Dinas Perhubungan
menetapkan tujuan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai
berikut :

1. Menyiapkan aparatur yang memiliki integritas dan profesional;

2. Menyiapkan sarana prasarana pendukung dan mewujudkan
pelaksanaan kinerja yang optimal;

3. Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat,

akuntabel.
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Adapun sasarannya sebagai berikut :

1.

Meningkatnya  kemampuan  aparatur dalam  menangani
permasalahan transportasi;

Terselenggarannya pelaksanaan program dan kegiatan sesuai
indikator kinerja utama (IKU) bidang transportasi;

Dapat mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pekerjaan

dengan laporan keuangan yang wajar, akurat, dan akuntabel.

Sedangkan tujuan meningkatnya infrastruktur daerah

yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang

dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah

dan perekonomian daerah dengan cara :

1.
2.

Tersedianya regulasi, pedoman standar pelayanan transportasi;
Terciptanya pelayanan sistem transportasi yang visioner dan

kompatible;

3. Tersedianya prasarana dan fasilitas transportasi yang memadai;

Tersedianya sarana angkutan umum yang aman dan nyaman;

Dengan sasaran :

1.
2.

N o uoh W

Menyusun regulasi, pedoman standar pelayanan transportasi;
Menciptakan kemudahan penggunaan integrasi antarmoda
transportasi;

Penggunan teknologi digital dan ramah lingkungan;

Menyediakan prasarana dan fasilitas transportasi sesuai kebutuhan;
Mengembangkan sarana angkutan umum yang aman dan nyaman;
Penanganan kemacetan lalu lintas di wilayah Provinsi Banten;

Mengendalikan angkutan orang/barang di wilayah Provinsi Banten.
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5.1.

Strategi dan Arah Kebijakan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan
penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan.
Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan
“teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga
strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke

dalam kebijakan-kebijakan dan program-program, antara lain :

. Meningkatnhya kemampuan aparatur dalam menangani

permasalahan transportasi dengan menugaskan aparatur untuk

mengikuti Diklat Teknis maupun Diklat non Teknis juga.

. Terselenggarannya pelaksanaan program dan kegiatan sesuai

indikator kinerja utama (IKU) bidang transportasi dengan
melaksanakan program dan kegiatan sesuai perencanaan waktu dan target

yang ditentukan.

. Dapat mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pekerjaan

dengan laporan keuangan yang wajar, akurat, dan akuntabel
dengan melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program-kegiatan

baik fisik maupun keuangan secara periodik dan terpadu.

. Menyusun regulasi, pedoman standar pelayanan transportasi.

dengan menerbitkan peraturan-peraturan pemerintah daerah yang

mendukung kelancaran pelakasanaan program dan kegiatan.

. Menciptakan kemudahan penggunaan integrasi antarmoda

transportasi dengan menyiapkan sarana prasarana transportasi yang
aman, lancar, tertib dan terkendali pada jaringan maupun simpul, sehingga

mempermudah pengguna jasa transportasi beralih antarmoda.
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6. Penggunan teknologi digital dan ramah lingkungan dengan

memanfaatkan teknologi informasi digital dalam pengoperasian sarana
prasarana transportasi.

7. Menyediakan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai
kebutuhan dengan menyediakan prasarana transportasi yang layak dan
memadai sehingga bisa memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa.

8. Mengembangkan sarana angkutan umum yang aman dan nyaman
khususnya angkutan umum massal dengan tarif relatif terjangkau,
sehingga dapat menarik kembali pengguna transportasi umum yang sempat
beralih ke kendaraan pribadi termasuk sepeda motor.

9. Penanganan kemacetan lalu lintas dengan melengkapi fasilitas
perlengkapan jalan (rambu-rambu lalu lintas, marka jalan), rekayasa lalu
lintas, penertiban parkir, pengendalian angkutan barang/penumpang, dan
penempatan petugas pengurai kemacetan pada lokasi rawan kemacetan.

10. Pengaman jalan provinsi dengan cara mengendalikan angkutan

barang yang melebihi tonase dan dimensi kendaraan.

5.2. ARAH KEBIJAKAN
Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah
dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu
tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh
karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk
dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun
pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan

keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi, yaitu :

5.2.1. Manajemen Lalu lintas
Perkembangan lalu lintas di Provinsi Banten terus meningkat
dengan cepat, tidak memungkinkan terakomodir oleh pertumbuhan
pembangunan jalan-jalan baru. Untuk itu perlu diterapkan langkah-
langkah manajemen lalu lintas untuk memanfaatkan prasarana jalan

yang ada secara optimal. Manajemen lalu lintas adalah pengelolaan
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dan pengendalian lalu lintas dengan menggunakan optimasi

penggunaan prasarana yang ada. Hal ini menyangkut kondisi arus lalu
lintas dan sarana penunjangnya. Langkah-langkah yang dapat

dilakukan dalam manajeman lalu lintas antara lain :

5.2.1.1. Manajemen kapasitas
Penanganan permasalahan lalu lintas khususnya kemacetan
menggunakan kapasitas dan ruas jalan seefektif mungkin sehingga
pergerakan lalu lintas yang lancar merupakan persyaratan utama
dengan cara :

a) Peningkatan kapasitas persimpangan jalan dengan cara
melakukan perbaikan geometric persimpangan dengan membuat
pulau-pulau lalu lintas dan kanalisasi;

b) Peningkatan kapasitas ruas jalan dengan cara melakukan
penertiban penggunaan daerah manfaat jalan dari aktifitas
pedagang kaki lima (PKL), pemisahan jenis kendaraan, dan
pengendalian parkir di badan jalan (on street parking) diatur
tempat, posisi dan waktu;

c) Peningkatan kapasitas jaringan jalan dengan melakukan
pembatasan tempat membelok (turning movement), sistem jalan
satu arah, tidak flow dan koordinasi lampu lalu lintas (ATCS);

d) Penerapan lajur khusus pada saat terjadi kemacetan di ruas jalan
baik searah maupun berlawanan arah dengan arus lalu lintas
(contra flow);

5.2.1.2. Manajemen permintaan (demand)
Langkah-langkah yang dilakukan untuk penanganan
kemacetan lalu lintas dengan menggunakan manajemen permintaan
adalah :

a) Merubah rute kendaraan angkutan umum;
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b) Menyediakan angkutan umum yang memadai untuk

meminimalisasi penggunaan angkutan pribadi beralih ke moda
angkutan umum;

c) Pelarangan parkir pada daerah tertentu atau jalan tertentu;

d) Intelegent Transport System (ITS) yaitu memberikan informasi
kepada pengguna jasa tentang kondisi lalu lintas melalui media
elektronik/internet, alat yang dipasang pada kendaraan, dan
papan elektronik yang dipasang pada lokasi/jalan tertentu yang
dapat memberikan gambaran situasi arus lalu lintas secara nyata
sehingga pengguna jasa transportasi dapat dengan mudah
memilih rute;

e) Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi;

f) Kontrol terhadap penggunaan tata guna lahan dengan penerapan
dilarang berbelok untuk memasuki suatu gedung dan lainnya

(penutupan jalan).

5.2.1.3. Manajemen prioritas
Penanganan kemacetan lalulintas dengan menggunakan
metode manajemen prioritas adalah :

a) Membangun fasilitas transportasi (trotoar, JPO, halte/shelter dll.)
yang dapat digunakan untuk disabilitas, anak-anak, wanita dan
manula;

b) Memasang audio tactile pada tiang lampu lalu lintas yang berguna
bagi tuna netra untuk menyeberang jalan baik di persimpangan
maupun ruas jalan;

c) Membuat daerah khusus digunakan untuk pejalan kaki, di mana

kendaraan pribadi dilarang untuk memasukinya.

5.2.2. Manajemen Angkutan Umum
Arah kebijakan angkutan umum di wilayah Provinsi Banten

adalah :
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a) Pengembangan sistem angkutan umum massal, seperti mengganti

kendaraan umum kapasitas kecil (angkot) dengan kendaraan
umum kapasitas besar dan pembangunan kereta api perkotaan
(MRT dan LRT);

b) Memperluas jaringan pelayanan angkutan umum yang terdiri dari
jenis pelayanan dan rute pelayanan sejalan dengan pertumbuhan
wilayah yang direncanakan;

c) Pengaturan dan perijinan pengusaha, pemerintah akan
menyiapkan perusahaan milik pemerintah untuk swastanisasi;

d) Penyediaan terminal penumpang berbasis T7ransit Oriented
Development (TOD);

e) Membuat lajur khusus bus pada beberapa ruas jalan baik searah
maupun berlawanan arah dengan arus lalu lintas (contra flow);

f) Memberikan jalur khusus angkutan umum untuk melalui suatu
kawasan/ruas jalan tertentu di mana kendaraan pribadi dilarang

untuk memasukinya.

5.2.3. Manajemen Angkutan Barang
Pengendalian pergerakan angkutan barang, bertujuan untuk :

a) Mengendalikan waktu penggunaan ruang jalan agar tidak
bersama-sama dengan perjalanan masyarakat pada periode waktu
sibuk;

b) Pengendalian lintasan yang dapat digunakan oleh angkutan
barang terutama ditujukan untuk melindungi jalan-jalan dan
lingkungan dari kerusakan;

c) Penentuan lokasi parkir untuk berhenti di pinggir jalan dan
penentuan waktu dan lokasi untuk kegiatan bongkar muat barang
atau perlu diberlakukan kebijakan sistem logistik;

d) Penyediaan terminal angkutan barang multimoda berbasis 7ransit
Oriented Development (TOD);

e) Pengendalian muatan lebih angkutan barang dan dimensi

kendaraan.
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5.2.4. Manajemen Terminal
Terminal merupakan simpul dalam sistem jaringan transportasi
jalan yang berfungsi pokok sebagai pelayanan umum, yaitu tempat
untuk naik/turun penumpang dan bongkar muat barang, pengendalian
lalu lintas kendaraan umum serta sebagai tempat perpindahan intra
dan antar moda transportasi.
Untuk mendukung fungsi terminal tersebut, langkah yang dilakukan
yaitu :
a) Menentukan lokasi yang strategis untuk terminal penumpang dan
terminal barang;
b) Pembangunan terminal terpadu berbasis T7ransit Oriented
Development (TOD);
c) Mendorong peran sektor swasta dalam penyediaan dan

pembangunan terminal.

5.2.5. Manajemen Tata Ruang
5.2.5.1. Penetapan tata ruang
Penyusunan dan penetapan kebijakan transportasi wilayah
sangat berkaitan erat dengan penetapan kebijakan tata ruang wilayah
dan wilayah penyangga. Penataan berbagai pusat kegiatan dan
pemukiman serta kepentingan masyarakat secara tepat dan baik akan
membantu memudahkan perencanaan dan pengaturan transportasi
secara baik.
a) Penetapan lokasi sarana dan prasarana transportasi pada RTRW
wilayah Provinsi Banten;
b) Pengembangan transportasi harus sesuai dengan struktur dan pola

ruang.

5.2.5.2. Penyebaran pusat kegiatan
Penyebaran pusat kegiatan ke berbagai lokasi di wilayah harus
sesuai dengan karakteristik daerah dan rencana pengembangan

perekonomian berdampak :
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a) Menghindari terjadinya pemusatan beban jalan pada suatu

jaringan jalan tertentu;
b) Mempersingkat waktu tempuh perjalanan;
c) Perencanaan pengembangan angkutan penumpang pada pusat

kegiatan tersebut.

5.2.6. Manajemen Lingkungan
Kendaraan bermotor memberikan kontribusi penting bagi
berbagai masalah lingkungan seperti polusi udara, polusi kebisingan,
polusi getaran dan lainnya. Untuk mengatasi ini perlu dilakukan
langkah-langkah sebagai berikut :
a) Melakukan pengecekan laik jalan kendaraan bermotor (ram-
check) pada kendaraan angkutan barang/penumpang;
b) Menetapkan ambang batas gas buang kendaraan;
c) Mengurangi kadar timbal dalam bahan bakar minyak;
d) Penggunaan kendaraan bermotor berbahan bakar gas;
e) Melarang kendaraan berat memasuki perumahan/pemukiman;
f) Penegakan hukum yang berlaku;
g) Pengaturan APILL dengan sistem ATCS;
h) Manajemen pengelolaan parkir;
i) Penyelenggaraan angkutan massal BRT;
j) Peremajaan angkutan umum;
k) Cara berkendara yang ekonomis (Smart Driving/Eco Drivng);

I) Penyelenggaraan Car Free Day (CFD).

5.2.7. Manajemen Sumber Daya Manusia
Manusia sebagai pengguna jasa transportasi sangat mutlak
untuk ditingkatkan. Hal ini disebabkan masih rendahnya disiplin
pemakai jalan dan kemampuan petugas operasional di lapangan.
Langkah langkah yang dilakukan antara lain :
a) Memberikan penyuluhan tentang keselamatan berlalu lintas di

jalan;
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b) Meningkatkan kualitas pengusaha angkutan umum;

c) Meningkatkan kualitas petugas operasional;

d) Meningkatkan kualitas sekolah mengemudi;

e) Memperketat seleksi untuk memperoleh SIM;

f) Menindak tegas setiap pelanggaran terhadap peraturan yang

berlaku.

ANALISIS STRATEGI
Strategi adalah alat mencapai tujuan, dalam perkembangannya
konsep mengenai strategi ini terus berkembang seiring dengan perubahan

perilaku dan kebutuhan masyarakat.

Salah satu teori pemilihan strategi yang “tepat” untuk suatu organisasi
adalah dengan cara memahami/mencermati dan mencari kesesuaian antara
kekuatan-kekuatan internal (kekuatan dan kelemahan) organisasi dan
kekuatan-kekuatan eksternalnya (peluang dan ancaman) yang disebut
analisis SWOT.

Untuk mencapai tujuan, Dinas Perhubungan Provinsi Banten telah
melakukan analisis SWOT yaitu dengan mengidentifikasikan berbagai faktor
secara sistematis guna merumuskan strateginya yang didasarkan pada logika
yang memaksimalkan kekuatan (streight) dan peluang (opportuniteis),
namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan

ancaman (threats).

Tahapan yang dilakukan dalam melakukan analisis SWOT adalah
mengelompokkan variabel-variabel berdasarkan pernyataan-pernyataan
terpilih, dalam Matriks SWOT :
a. Kekuatan (Strengths)
1. Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Perhubungan Provinsi;
2. Adanya visi dan misi Dinas Perhubungan;

3. Adanya komitmen pimpinan;

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Tahun 2017-2022 Bab V-8



4.

Strategi dan Arah Kebijakan

Sarana dan prasarana.

b. Kelemahan (Weakness)

1.

Profesionalisme pegawai yang belum memadai;

2. Keterbatasan anggaran pemerintah;
3.
4

. Koordinasi dengan instansi terkait belum maksimal.

Penerapan sistem transportasi yang belum maksimal;

c. Peluang/Kesempatan (Opportunities)

1.
2.
3.

Posisis geografis Provinsi Banten;

Peraturan yang telah mendukung (RPJMN, PSN, RPIJMD) dll;
Adanya masukan dan kritikan dari masyarakat yang akan
berpengaruh  terhadap peningkatan pelayanan  kepada
masyarakat;

Sinergitas program/kegiatan transportasi dengan Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Provinsi lainnya dan kabupaten/kota.

d. Ancaman (Treats)

1.
2.
3.

Jumlah penduduk Provinsi Banten yang cukup tinggi;

Disiplin mayarakat dalam bertransportasi rendah;

Tingginya tuntutan dari masyarakat terhadap pelayanan
transportasi;

Besarnya penggunaan kendaraan pribadi di Provinsi Banten.
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Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaann

BAB V1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

6.1. PROGRAM

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Banten sebagai wujud
implementasi strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran.
Adapun program kerja Dinas Perhubungan Provinsi Banten tahun 2017-2022
adalah :
1) Program Tata Kelola Pemerintah Daerah;
2) Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan;
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
4) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalilintas;
5) Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan;

6) Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut dan Udara.

6.2. KEGIATAN
Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM),
barang/jasa dan modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi
dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan

(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Tabel 6.1
Rencana Program/Kegiatan Dinas Perhubungan
Provinsi Banten Tahun 2017-2022

No PROGRAM/KEGIATAN

1 2

A Program Tata Kelola Pemerintahan
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No PROGRAM/KEGIATAN
1 2
1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
6 Peningkatan Kapasitas Aparatur
7 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
8 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan
9 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pelayanan
Perhubungan Darat Serang
10 | Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pelayanan
Perhubungan Darat Serang
11 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pelayanan
Perhubungan Darat Serang
12 | Penyediaan Data Pembangunan Sektoral
B | Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan
Perhubungan
13 | Perencanaan dan Pengembangan Jaringan Transportasi
14 | Pengembangan Prasarana Transportasi
15 | Pengembangan Sarana Transportasi dan Kelengkapan Jalan
C Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perhubungan
16 | Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang dan Kereta Api
17 | Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang
18 | Pembangunan dan Penataan Sarana Prasarana
D Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas
19 | Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas Jalan
20 | Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan
21 | Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu lintas Jalan
E Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan
22 | Pelayanan Perhubungan pada UPT Perhubungan Darat Serang
23 | Pengawasan dan Pengendalian pada UPT Pelayanan Perhubungan
Darat Serang
F Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut Dan
Udara
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No PROGRAM/KEGIATAN

1 2

24 | Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran dan Pengendalian
Pemantauan Angkutan Laut

25 | Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut
dan Penyeberangan

26 | Penyelenggaraan Perhubungan Udara

6.3. INDIKATOR KEGIATAN

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran

kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau

tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini

sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan

maupun setelah juga sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai

tujuan dan sasaran.

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Banten yang mengacu

pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
2017-2022 yaitu:

A. Tata Kelola Pemerintahan :

1.
2.

Menyiapkan aparatur yang memiliki integritas dan profesional;
Menyiapkan sarana prasarana pendukung dan mewujudkan pelaksanaan

kinerja yang optimal;

. Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat,

akuntabel.

B. Meningkatnya Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas :

1.
2.
3.

Menyediakan regulasi, pedoman standar pelayanan transportasi;
Memberikan pelayanan sistem transportasi yang visioner dan kompatible;
Menyediakan dan memelihara prasarana dan fasilitas transportasi yang

memadai;
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4. Menyediakan sarana angkutan umum yang aman, nyaman dan berdaya

saing;

Dalam pencapaian beberapa kelompok sasaran maka dibutuhkan
beberapa program yang didukung oleh beberapa kegiatan dengan indikator

kinerja dan kebutuhan pendanaan indikatifnya.

6.4. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN
Adapun matrik rencana program, kegiatan, dan pendanaan Dinas
Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel 6.2.

sebagai berikut :
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Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPIMD. Indikator kinerja Dinas Perhubungan yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tugas pokok Dinas Perhubungan Provinsi Banten untuk lima tahun
kedepan adalah Meningkatkan Layanan Transportasi yang merupakan IKU
Eselon 2 dan pelaksanaannya dibagi menurut bidang-bidang (IKU eselon 3/IKU
kepala bidang) yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Bidang Angkutan dan Teknik Sarana Prasarana:
a. Pembangunan Terminal Type B,
b. Penyediaan Angkutan Masal CISEPARANG dan TANGERANG WKP 1.
2. Bidang Lalulintas:
a. Penurunan Angka Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi;
b. Mengurangi Titik Kemacetan.
3. Bidang Pengembangan Transportasi:
a. Penyediaan 8 Dokumen Rencana.
4. Bidang Perhubungan Laut dan Udara:
a. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional;

b. Pembangunan Bandara Banten Selatan.
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Penutup

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Banten 2017-2022
merupakan pedoman pencapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan Provinsi
Banten lima tahun kedepan. Dalam dokumen Rencana Strategis tersebut
diuraikan sasaran-sasaran yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja,
program-program, dan prediksi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung

pencapaian masing-masing sasaran.

Dalam rangka sempurnanya pencapaian program-program Dinas
Perghubungan vyang tertuang dalam Renstra 2017-2022, perlu
mempertimbangkan permasalahan dan hambatan yang ditemukan selama
periode 2012-2017. Hal tersebut sebagai paramater yang harus diperbaiki dan
diupayakan untuk mencari solusi dan tidak terulang. Permasalahan dan
hambatan yang dialami dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas
Perhubungan Provinsi Banten adalah :

(1) Tidak seimbangnya antara sistem jaringan (supp/y) dan sistem pergerakan
(demand) dan idealnya sebuah kota mempunyai jalan 20% dari luas
lahannya.

(2) Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sektor transportasi moda
darat, moda laut dan moda udara dalam rangka mempertahankan tingkat

pelayanan, masih dihadapkan pada terbatasnya pendanaan.

Rekomendasi :

(1) Menyelenggarakan pelayanan transportasi yang optimal, fokus pada
pembangunan transportasi yang berkesinambungan sesuai program/
kegiatan, sasaran dan strategi pelaksanaan sebagaimana telah diuraikan

pada bab 4 dan 5 sebelumnya.
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Penutup
(2) Alokasi anggaran diprioritaskan untuk menunjang pembangunan sektor

transportasi dalam rangka mempertahankan tingkat pelayanan transportasi

yang lebih baik.

Demikian dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Banten
Tahun 2017-2022 disusun, sebagai landasan perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan bidang

perhubungan.

Selanjutnya diharapkan peran aktif seluruh bidang teknis sebagai
perangkat daerah di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Banten dalam
mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah sebagaimana
tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.
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PROVINSI BANTEN

PERIODE : 2017-2022

KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA SKPD

SATKER: 120901 Dinas Perhubungan
VISI : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH
No. Misi Tujuan Sasaran

1 2 3 4

1 Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) | 1.1  Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang 1.1.1 Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja pegawai dan
berakhlakul karimah dengan efektif, efisien,transparan, kinerja lembaga/instasi
akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas,
berkompetensi serta melayani masyarkat

2 Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur 2.1  Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam 2.1.1 Meningkatnya Kinerja pelayanan, pembangunan sarana
mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang dan prasarana transportasi
berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan
perekonomian daerah

2.1.4 Terwujudnya keselamatan dan kenyamanan lalulintas

SERANG

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Ir. Revri Aroes, MM

SIMRAL

19-01-2018

Hal.1 /1




PROVINSI BANTEN

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA SKPD
PERIODE : 2017-2022

SATKER: 120901 Dinas Perhubungan
VISI : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH
MISI : 1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1 2 3 4 5
1.1 |Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang | 1.1.1 |Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas 1.1 |Meningkatkan pelayanan publik yang 1.1 |Melakukan standarisasi bisnis proses
berakhlakul karimah dengan efektif, efisien,transparan, kinerja pegawai dan kinerja lembaga/instasi dilakukan setiap perangkat daerah yang pada setiap perangkat daerah dan
akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, melayani langsung kepada masyarakat mendetailkannya pada standar
berkompetensi serta melayani masyarkat operasional dan prosedur (sop)
pelayanan , serta meminta respon
angket langsung untuk menuju
pelayanan prima

SIMRAL

19-01-2018 Hal.1 /3



MISI :

2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur

No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1 2 3 4 5
2.1 |Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas 2.1.1 |Meningkatnya Kinerja pelayanan, 2.1 |Penyusunan Regulasi dan Pedoman 2.1 |Penyusunan Pedoman Penataan
dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan pembangunan sarana dan prasarana Standar Pelayanan Transportasi Transportasi
jasa yang berorientasi pada peningkatan transportasi
pembangunan wilayah dan perekonomian daerah
2.2 |Meningkatkan sarana dan prasarana 2.2 |Pembangunan dan Pengelolaan Sarana
transportasi dan prasarana trasnportasi
2.13 |meningkatkan manajemen rekayasa 2.1 |Penyusunan Pedoman Penataan
lalulintas Transportasi
2.2 |Pembangunan dan Pengelolaan Sarana
dan prasarana trasnportasi
2.16 |Meningkatkan sarana dan prasarana 2.1 |Penyusunan Pedoman Penataan
transportasi Transportasi
2.2 |Pembangunan dan Pengelolaan Sarana
dan prasarana trasnportasi
2.13 |Pembangunan dan Pengembangan
Sarana dan Prasarana Transportasi
2.14 |Pembangunan sarana dan Prasarana
kelengkapan Jalan
2.1.4 |Terwujudnya keselamatan dan 2.1 |Penyusunan Regulasi dan Pedoman 2.1 |Penyusunan Pedoman Penataan
kenyamanan lalulintas Standar Pelayanan Transportasi Transportasi
2.13 |meningkatkan manajemen rekayasa 2.1 |Penyusunan Pedoman Penataan
lalulintas Transportasi
2.2 |Pembangunan dan Pengelolaan Sarana
dan prasarana trasnportasi
2.16 |Meningkatkan sarana dan prasarana 2.1 |Penyusunan Pedoman Penataan
transportasi Transportasi
2.2 |Pembangunan dan Pengelolaan Sarana
dan prasarana trasnportasi
2.13 |Pembangunan dan Pengembangan
Sarana dan Prasarana Transportasi
2.14 |Pembangunan sarana dan Prasarana

kelengkapan Jalan

SERANG

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Ir. Revri Aroes, MM

SIMRAL

19-01-2018

Hal.2 /3




MISI : 2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur
No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1 2 3 4 5
SIMRAL 19-01-2018 Hal.3 /3




PROVINSI BANTEN

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN RENSTRA SKPD
PERIODE : 2017-2022

SATKER: 120901 Dinas Perhubungan
. - Capaian Kinerja
. " Indikator Kinerja P ! Program Pembangunan .
No Sasaran Strategi dan Arah kebijakan (Outcome) Daerah Bidang Urusan Keterangan
Kondisi Awal Kondisi Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.1 Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas 1.1 Melakukan standarisasi bisnis proses |1 Capian Laporan Kinerja 60.0 Nilai 90.0 Nilai 1209.0 Program Tata Kelola Perhubungan
kinerja pegawai dan kinerja lembaga/instasi pada setiap perangkat daerah dan Pemerintah Provinsi Banten Pemerintahan
mendetailkannya pada standar
operasional dan prosedur (sop)
pelayanan , serta meminta respon
angket langsung untuk menuju
pelayanan prima
2.1.1 Meningkatnya Kinerja pelayanan, 2.1 Penyusunan Pedoman Penataan 1 Persentase kebutuhan sarana |0.0 % 90.0 % 1209.1 Program Peningkatan Perhubungan Program yang dilaksanakan
pembangunan sarana dan prasarana Transportasi dan prasarana transportasi Sarana dan Prasarana Bidang Angkutan dan
transportasi 2.13 Pembangunan dan Pengembangan Perhubungan Teknik Sarana Prasarana
Sarana dan Prasarana Transportasi
1209.1 Program Peningkatan Perhubungan Program yang dilaksanakan
2.14 Pembangunan sarana dan Prasarana Pelayanan Perhubungan Bidang Perhubungan Laut
kelengkapan Jalan Laut dan Udara dan Udara
2.2 Pembangunan dan Pengelolaan
Sarana dan prasarana trasnportasi
2.1.4 Terwujudnya keselamatan dan kenyamanan |2.1 Penyusunan Pedoman Penataan 1 Persentase penurunan angka |0.0 % 90.0 % 1209.1 Program Peningkatan Perhubungan Program yang dilakanakan
lalulintas Transportasi kecelakaan lalu lintas Pelayanan Bidang Pengembangan
2.13 Pembangunan dan Pengembangan Penyelenggaraan Transportasi,
Sarana dan Prasarana Transportasi Perhubungan
1209.1 Program Pengendalian Perhubungan Program yang dilaksanakan
2.14 Pembangunan sarana dan Prasarana dan Pengamanan Lalu Bidang Lalulintas
kelengkapan Jalan Lintas
22 ggp;zzndg:nna?a[s‘:?aﬁzqgaeslzlasgasi 1209.1 Program Peningkatan Perhubungan Program yang dilaksanakan
P P Pelayanan Perhubungan UPT PPD Serang

SERANG

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Ir. Revri Aroes, MM

SIMRAL

Hal.1 /1




PROVINSI BANTEN

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PERIODE : 2017-2022

SATKER: 120901 Dinas Perhubungan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Indikator
Pemerintahan dan Program |Indikator Kinerja Program | Kinerja Awal Kondisi Kinerja Pada
Kode Prioritas Pembangunan RPJIMD Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 akhir Periode RPIMD Keterangan
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan
Dasar
12 20 Perhubungan 53.304.300.000 54.151.200.000 57.595.700.000 56.979.100.000 55.016.700.000 277.047.000.00
12 20 01 Program Tata Kelola 1 Nilai IKM (Satuan: 2,50 2,80| 12.824.300.000 3,00| 12.861.600.000 3,20| 13.566.000.000 3,40| 13.533.200.000 3,60| 13.803.900.000 3,60
Pemerintahan
12 20 15 Program Peningkatan Pelayanan 1 Persentase regulasi 0,00 20,00 4.642.000.000 20,00 4.742.000.000 20,00 4.842.000.000 20,00 4.842.000.000 20,00 4.842.000.000 20,00| 66.589.000.000 | Program yang dilakanakan Bidang
Penyelenggaraan Perhubungan Pengembangan Transportasi,
2 Persentase wilayah 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 60,00
12 20 16 Program Peningkatan Sarana 1 Persentase kebutuhan 0,00 0,00 3.200.000.000 0,00 3.300.000.000 14,29 3.300.000.000 28,57 3.300.000.000 42,86 3.300.000.000 57,14| 23.910.000.000 | Program yang dilaksanakan Bidang
dan Prasarana Perhubungan Angkutan dan Teknik Sarana
2 Persentase 10,00 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 90,00 Prasarana
3 Persentase 0,00 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 90,00
12 20 17 Program Pengendalian dan 1 Persentase pengaturan 100,00 100,00| 29.852.140.000 100,00| 30.261.740.000 100,00| 32.701.840.000 100,00| 32.118.040.000 100,00| 29.884.940.000 100,00| 16.400.000.000 | Program yang dilaksanakan Bidang
Pengamanan Lalu Lintas Lalulintas
12 20 18 Program Peningkatan Pelayanan 1 Persentase 0,00 100,00 1.285.000.000 100,00 1.385.000.000 100,00 1.585.000.000 100,00 1.585.000.000 100,00 1.585.000.000 100,00 | 154.818.700.000 | Program yang dilaksanakan UPT
Perhubungan PPD Serang
12 20 19 Program Peningkatan Pelayanan 1 Persentase pelabuhan 0,00 0,00 1.500.860.000 20,00 1.600.860.000 40,00 1.600.860.000 60,00 1.600.860.000 80,00 1.600.860.000 80,00 7.425.000.000 | Program yang dilaksanakan Bidang
Perhubungan Laut dan Udara Perhubungan Laut dan Udara

SERANG

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Ir. Revri Aroes, MM
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PROVINSI BANTEN

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA SKPD
PERIODE : 2017-2022

SATKER: 120901 Dinas Perhubungan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Pa%a;?r;aupr?faal
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program / Kegiatan ngram (Outcome) dan Perencanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-6 Kond|_5| Kinerja Pada Akhir Unit Kerja S.KPD Lokasi
Kegiatan (Output) Periode Renstra SKPD Penanggungjawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Terwujudnya kelembagaan Meningkatnya pengelolaan 1 Capian Laporan Kinerja 1209.01 Program Tata Kelola Nilai IKM 2.5 Skala 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60
pemerintahan daerah yang akuntabilitas kinerja pegawai dan Pemerintah Provinsi Banten Pemerintahan
berakhlakul karimah dengan kinerja lembaga/instasi
efektif, efisien,transparan,
akuntabel,dan sumber daya
aparatur berintegritas,
berkompetensi serta melayani
masyarkat
1209.120901.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Tersusunnya laporan 98 Dokumen 98,00 127.000.000,00 98,00 126.000.000,00 98,00 133.000.000,00 98,00 132.700.000,00 98,00 135.900.000,00 98,00 654.600.000,00
Keuangan dan Neraca Aset Dokumen Kinerja Keuangan
dan Neraca Aset
Penyusunan Dokumen 46 Dokumen 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00
Laporan Kinerja Keuangan
dan Neraca Aset
Penyusunan Dokumen 4 Dokumen 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan (TLHP)
Penyusunan Dokumen 48 Dokumen 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00
Laporan Pajak
1209.120901.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Tersusunnya Dokumen 21 Dokumen 39,00 448.000.000,00 39,00 450.000.000,00 39,00 473.000.000,00 39,00 472.500.000,00 39,00 483.000.000,00 39,00 2.326.500.000,00
Pelaporan Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan
Penyusunan Laporan 5 Dokumen 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
Evaluasi dan Pengendalian
Penyusunan Laporan 3 Dokumen 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Evaluasi Program dan
Kegiatan
Penyusunan Perencanaan 4 Dokumen 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Program dan Kegiatan
Tahunan dan Survei Indeks
Kepuasan Masyarakat
Monitoring dan Evaluasi 9 Dokumen 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Penyusunana Renstra 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
1209.120901.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Tersediana Fasilitas sarana |0 Unit 17,00 500.000.000,00 17,00 540.000.000,00 17,00 575.600.000,00 17,00 575.000.000,00 17,00 587.000.000,00 0,00 2.777.600.000,00
Kantor Prasarana Kantor
Pengadaan Alat Angkutan |0 Unit 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00
Darat Bermotor
Pengadaan Bangunan 0 Unit 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00
Gedung Tempat Kerja
Pengadaan Peralatan 0 Unit 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00
Kantor
" Pengadaan Alat Rumah 0 Unit 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
Tangga"
Pengadaan Kendaraan 0 Unit 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00
Operasional
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1209.120901.01.004 Pemeliharaan Sarana dan 0  Termeliharaan Saranadan |14 Dokumen 14,00 1.310.000.000,00 14,00 1.450.000.000,00 14,00 1.462.000.000,00 14,00 1.458.000.000,00 14,00 1.487.000.000,00 14,00 7.167.000.000,00
Prasarana Kantor Prasarana Kantor
1 Pemeliharaan Gedung dan 3 Dokumen 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Bangunan Kantor
2 Pemeliharaan Kendaraan 8 Dokumen 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Operasional Kantor
3 Pemeliharaan Barang dan 3 Dokumen 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Jasa Perkantoran
1209.120901.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa 0  Tersedianya Fasilitas 38 % 1.395,00 7.000.000.000,00 1.395,00 7.300.000.000,00 1.395,00 7.667.000.000,00 1.395,00 7.649.000.000,00 1.395,00 7.800.000.000,00 1.395,00 37.416.000.000,00
Perkantoran Barang dan Jasa
Perkantoran
1 Belanja Bahan Pakai Habis |8 Dokumen 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
2 Belanja Jasa Kantor 4 Dokumen 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
3 Belanja Perawatan 2 Dokumen 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Kendaraan Bermotor
4 Belanja Cetak dan 16 Dokumen 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
Penggandaan
5 Pengadaan dan 1 unit 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Pemeliharaan Pesawat
Tanpa Awak (Drone)
6 Belanja Sewa 3 Dokumen 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Rumah/Gedung/
Gudang/Parkir/Tempat
7 Belanja Makanan dan 0 Dokumen 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00
Minuman Rapat
8 Belanja Makanan dan 0 Dokumen 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Minuman Kegiatan
9 Belanja Sewa Perlengkapan |2 UNit 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
dan Peralatan Kantor
10 Belanja Pakaian Kerja 0 Stel 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Lapangan
11 Belanja Pakaian Khusus 0 Stel 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
dan Hari-hari Tertentu
12 Uang Saku dan Uang Makan | 0 Dokumen 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
13 Belanja Jasa Narasumber/ |0 Dokumen 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Instruktur/Tenaga
Ahli/Pendampingan
14 Belanja Jasa Tenaga Kerja |792 Dokumen 792,00 792,00 792,00 792,00 792,00 792,00
Lepas
15 Belanja 2 Dokumen 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Dokumentasi/Dekorasi/
Promosi dan Publikasi
1209.120901.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur |0 terwujudnya penguatan tata |0 Dokumen 10.521,00 180.000.000,00 10.521,00 168.000.000,00 10.521,00 177.000.000,00 10.521,00 176.500.000,00 10.521,00 180.000.000,00 10.521,00 881.500.000,00
kelola kelembagaan dan
mewujudkan transparansi,
akuntabilitas serta
kemandirian SDM
1 Peningkatan Kapasitas 0 Dokumen 10.120,00 10.120,00 10.120,00 10.120,00 10.120,00 10.120,00
Aparatur
2 Belanja Pengiriman Kursus, |0 Dokumen 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis PNS
3 Belanja Jasa Narasumber/ 0 Dokumen 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00

Instruktur/ Tenaga Ahli/
Pendampingan
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1209.120901.01.007

Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah

Terselenggara Koordinasi
dan Konsultasi Kedalam
dan Keluar daerah

3145 Dokumen

1.044,00

1.877.000.000,00

1.044,00

1.600.000.000,00

1.044,00

1.771.000.000,00

1.044,00

1.767.000.000,00

1.044,00

1.800.000.000,00

1.044,00

8.815.000.000,00

Rapat Koordinasi Kedalam
Daerah

2025 Dokumen

710,00

710,00

710,00

710,00

710,00

710,00

Rapat Koordinasi Keluar
Daerah

1120 Dokumen

334,00

334,00

334,00

334,00

334,00

334,00

1209.120901.01.008

Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan

Meningkatnya Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan

0 Dokumen

2,00

23.300.000,00

2,00

21.600.000,00

2,00

23.400.000,00

2,00

22.000.000,00

2,00

23.000.000,00

2,00

113.300.000,00

Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan

0 Dokumen

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1209.120901.01.009

Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPT Pelayanan
Perhubungan Darat Serang

Tersedianya Fasilitas
Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPT Pelayanan
Perhubungan Darat Serang

5 Unit

10,00

430.000.000,00

10,00

370.000.000,00

10,00

399.000.000,00

10,00

398.000.000,00

10,00

405.000.000,00

0,00

2.002.000.000,00

Pengadaan Alat Peralatan
Kantor

4 Unit

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

0,00

Pengadaan Alat Angkutan
Darat Bermotor

0 Unit

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

0,00

Pengadaan Alat Rumah
Tangga

1 Unit

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

Pengadaan Meja Dan Kursi
Kerja/Rapat Pejabat

0 Unit

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1209.120901.01.010

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPT Pelayanan
Perhubungan Darat Serang

Tersedianya Fasilitas
Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPT
Pelayanan Perhubungan
Darat Serang

2410 Dokumen

5.570,00

570.000.000,00

5.570,00

500.000.000,00

5.570,00

531.000.000,00

5.572,00

530.000.000,00

5.572,00

541.000.000,00

5.572,00

2.672.000.000,00

Belanja habis pakai

5 Dokumen

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Belanja Makan dan Minum

2400 Dokumen

2.400,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

Belanja Jasa Kantor

5 Dokumen

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Perjalanan Dinas dalam dan
Luar Daerah

0 Dokumen

2.160,00

2.160,00

2.160,00

21.602.160,00

2.160,00

2.160,00

1209.120901.01.011

Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPT
Pelayanan Perhubungan Darat
Serang

terpelihara Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPT
Pelayanan Perhubungan
Darat Serang

7 Dokumen

11,00

190.000.000,00

11,00

168.000.000,00

11,00

177.000.000,00

11,00

176.500.000,00

11,00

180.000.000,00

11,00

891.500.000,00

Belanja Perawatan
Kendaraan Bermotor

3 Dokumen

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

Belanja Pemeliharaan
Bangunan/Tempat Kerja

0 Dokumen

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

Belanja Pemeliharaan Alat
Perlengkapan Kantor

4 Dokumen

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00
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1209.120901.01.012

Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral

Tersedianya Data
Pembangunan Sektoral
bidang Pehubungan

51 Dokumen

51,00

169.000.000,00

51,00

168.000.000,00

51,00

177.000.000,00

51,00

176.000.000,00

51,00

182.000.000,00

51,00

872.000.000,00

Penyusunan Profil Kinerja
Program Perangkat Daerah

1 Dokumen

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Pembuatan Visualisasi
Perangkat Daerah

1 Dokumen

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Pengelolaan Website
Perangkat Daerah

24 Dokumen

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

Penyusunan Statistik
Sektoral dan Informasi
Geospasial Tematik

1 Dokumen

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Pengelolaan PPID

24 Dokumen

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

Meningkatnya infrastruktur
daerah yang berkualitas dalam
mendukung kelancaran arus
barang, orang dan jasa yang
berorientasi pada peningkatan
pembangunan wilayah dan
perekonomian daerah

Meningkatnya Kinerja pelayanan,
pembangunan sarana dan
prasarana transportasi

1 Persentase kebutuhan sarana
dan prasarana transportasi

1209.16

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perhubungan

Persentase kebutuhan
terminal type B yang sudah
terpenuhi

0%

0,00

0,00

14,29

28,57

42,86

57,14

Persentase ketersediaan
rambu-rambu lalulintas
terhadap kebutuhan

10%

10,00

20,00

20,00

20,00

20,00

90,00

Persentase Pembangunan
dan pemeliharaan dan
prasarana perkeretaapian

0%

10,00

20,00

20,00

20,00

20,00

90,00

1209.120901.16.001

Peningkatan Pelayanan Angkutan
Barang dan Kereta Api

o

Terwujudnya pelayanan
angkutan barang dan kereta
api

20 %

10,00

850.000.000,00

20,00

908.000.000,00

20,00

771.400.000,00

15,00

882.836.000,00

15,00

806.000.000,00

100,00

4.218.236.000,00

Pengadaan Pos Perlintasan
Kereta Api

10 Unit pos

10,00

5,00

5,00

10,00

7,00

47,00

Pemeliharaan Pos
Perlintasan Kereta Api

10 Unit pos

10,00

20,00

25,00

30,00

40,00

47,00

Revitalisasi Pintu
Perlintasan dari manual ke
semi otomatis

3 Unit pos

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

8,00

Pembinaan Petugas
Perlintasan KA Provinsi
Banten

80 Orang

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

480,00

Pembinaan Operator
Angkutan Barang dan
Multimoda

100 Orang

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

600,00

Peningkatan Aksesibilitas
Kawasan Stasiun Kereta
Api

1 Unit

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

DED Kereta Api Trase
Balaraja-Jakarta

0 Dokumen

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

DED Kereta Api Trase
Labuan-Anyer Kidul

0 Dokumen

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

DED Kereta Api Trase
Labuan-Anyer Kidul

0 Dokumen

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

10

SID Trase Serang-Cikande-
Balaraja-Bitung

0 Dokumen

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

11

SID Trase Balaraja-Jakarta

0 Dokumen

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

12

SID Trase Labuan-Anyer
Kidul

0 Dokumen

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

13

dst

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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1209.120901.16.002

Peningkatan Pelayanan Angkutan
Penumpang

Tersedianya pelayanan
angkutan penumpang yang
optimal

30 %

20,00

1.280.000.000,00

20,00

651.000.000,00

10,00

1.240.100.000,00

10,00

1.099.300.000,00

10,00

1.159.230.000,00

100,00

5.429.630.000,00

Pengadaaan Bus Angkutan
Massal/Pelajar

0 Unit

2,00

0,00

2,00

2,00

2,00

8,00

Pengoprasian Bus
Angkutan Masal/Pelajar

0 Unit

2,00

2,00

4,00

6,00

8,00

8,00

Pembinaan dan Pemilihan
Pemilik/Operator Angkutan
Umum Dalam Trayek dan
Tidak Dalam Trayek

100 Orang

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

600,00

Evaluasi Jaringan Trayek
Angkutan Umum AKDP

0 Trayek

0,00

172,00

0,00

172,00

0,00

172,00

Penataan Jaringan Trayek
Angkutan Umum AKDP

1 Dokumen

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Penyelenggaraan Mudik
Bersama (Angkutan Gratis)

2000 Orang

0,00

0,00

0,00

2.000,00

4.000,00

8.000,00

Penyelenggaraan Bus
Bantuan Angkutan Lebaran

10 Unit

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

60,00

Monev tarif Angkutan
Umum AKDP

55 Trayek

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

Penyusunan Regulasi
penyelenggaraan Angkutan
Umum Dalam Trayek dan
Tidak Dalam Trayek

2 Pergub

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

7,00

10

dst

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1209.120901.16.003

Pembangunan dan Penataan
Sarana Prasarana

Terciptanta pembangunan
dan penataan sarana dan
prasarana perhubungan

20 %

20,00

1.070.000.000,00

20,00

1.741.000.000,00

20,00

1.288.500.000,00

10,00

1.317.864.000,00

10,00

1.334.770.000,00

100,00

6.752.134.000,00

Pemeriksaan fisik hasil
produksi karoseri
kendaraan bermotor dan
Pemeriksaan Mutu
Kendaraan Bermotor

35 Perusahaan

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

60,00

Bimbingan Teknis kepada
Perusahaan Karoseri
Kendaraan Bermotor

128 Orang

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

628,00

Bimbingan Teknis kepada
Penguji Kendaraan
Bermotor

100 Orang

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Pembangunan Halte pada
ruas jalan Provinsi Banten

0 Unit

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

75,00

Pembangunan JPO pada
ruas jalan Provinsi Banten

0 Unit

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

Pelaksanaan Ram Check

7 Kegiatan

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

52,00

Pembangunan dan
penataan Terminal tipe-B

0 Unit

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

2,00

Pembangunan pool bis
angkutan massal

0 Unit

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

2,00

DED Terminal Tipe-B

0 Dokumen

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

2,00

10

Penyusunan Analisis
Dampak Lingkungan
(AMDAL)

0 Dokumen

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

2,00

11

Penyusunan Analisis
Dampak Lalu Lintas
(ANDALALIN)

0 Dokumen

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

2,00

12

Pengadaan Lahan Terminal
Tipe-B

0 Kegiatan

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

2,00

13

dst

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Meningkatnya infrastruktur
daerah yang berkualitas dalam
mendukung kelancaran arus
barang, orang dan jasa yang
berorientasi pada peningkatan
pembangunan wilayah dan
perekonomian daerah

Meningkatnya Kinerja pelayanan,
pembangunan sarana dan
prasarana transportasi

1 Persentase kebutuhan sarana

dan prasarana transportasi

1209.19

Program Peningkatan Pelayanan
Perhubungan Laut dan Udara

Persentase pelabuhan
pengumpan regional
operasional

0%

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

80,00

SIMRAL
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1209.120901.19.001

Penyelenggaraan Keselamatan
Pelayaran dan Pengendalian
Pemantauan Angkutan Laut

Terselenggaranya
Keselamatan Pelayaran dan
Pengendalian Pemantauan
Angkutan Laut

25 Kegiatan

20,00

400.860.000,00

20,00

275.946.000,00

20,00

573.540.000,00

10,00

513.894.000,00

5,00

733.000.000,00

100,00

2.497.240.000,00

Pembinaan jasa terkait
dengan angkutan di
perairan

0 Kegiatan

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Pemantauan dan
Pengendalian Angkutan
Laut

0 Kegiatan

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

Pemeliharaan Sarana Bantu
Naigasi (SBNP) di
Pelabuhan Labuhan

1 Kegiatan

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Pembinaan
Penyelenggaraan Bongkar
Muat Barang di Pelabuhan

1 Kegiatan

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

Kegiatan Pembinaan
Keselamtanan Angkutan
laut Antar Pulau

1 Kegiatan

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Peningkatan, Pembangunan
dan Pengembangan Sarana
Bantu Navigasi Pelayaran

0 Kegiatan

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Pembekalan Potensi Search
and Rescue

1 Kegiatan

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

DED dan pembelian kapal
laut

0 Dok

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

dst

100 %

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1209.120901.19.002

Perencanaan Pembangunan dan
Pengembangan Pelabuhan Laut
dan Penyeberangan

Tersusunya perencanaan
pembangunan dan
pengembanagan pelabuhan
laut dan penyebrangan

25 Kegiatan

20,00

460.000.000,00

20,00

948.914.000,00

20,00

470.250.000,00

10,00

225.762.000,00

5,00

310.000.000,00

100,00

2.414.926.000,00

Pemantauan dan
Pengendalian
Penyelenggaraan kegiatan
kepelabuhanan dan ASDP

5 Kegiatan

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Rakor Keselamatan dan
Keamanan pelabuhan (UU
No 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran

2 Kegaiatan

2,00

0,00

2,00

0,00

2,00

6,00

Masterplan Pembangunan
Pelabuhan Panimbang,
Kabupaten Pandeglang

0 Dokumen

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Perencanaan pengadaan
lahan untuk pelabuhan
regional panimbang

0 Dokumen

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Survey Investigasi dan
Desain (SID)/DED
Pelabuhan Regional
Panimbang

0 Dokumen

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studi Lingkungan AMDAL
UKL/UPL

0 Dokumen

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pembebasan Lahan
Pelabuhan Regional
Panimbang

0 Kegiatan

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Operasionalisasi Pelabuhan
Pengumpan Regional
Panimbang

0 Kegiatan

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

dst

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SIMRAL
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1209.120901.19.003

Penyelenggaraan Perhubungan
Udara

Terselenggaranya kegiatan
perhubungan udara

10 Kegiatan

15,00

640.000.000,00

20,00

376.000.000,00

25,00

557.070.000,00

25,00

861.204.000,00

5,00

557.860.000,00

100,00

2.992.134.000,00

Review Masterplan Bandar
Udara Banten Selatan

0 Dokumen

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Penetapan lokasi Bandar
udara Banten Selatan

0 Dokumen

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Penyusunan Dokumen
pengadaan lahan bandara
banten selatan

0 Dokumen

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

10,00

Apraisal Pengadaan lahan
Bandar Udara Banten
Selatan

0 Dokumen

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Pembebasan lahan bandara
banten selatan

0 Ha

0,00

0,00

240,00

150,00

150,00

540,00

SID dan DED (Sisi Darat dan
Sisi Udara) bandar udara
banten selatan

0 Dokumen

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

4,00

Pembangunan bandar
udara banten selatan
(multiyears tahap 1)

0 Kegiatan

0,00

0,00

0,00

Penyediaan sarana dan
prasarana Bandara Banten
Selatan

0 Paket

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

Dukungan pelayanan Calon
Jama'ah Haji Provinsi
Banten

1 Kegiatan

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

10

Penyuluhan Keselamatan
Penerbangan

3 Kegiatan

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

11

Pembinaan pelaku usaha di
bandara

1 Kegiatan

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

3,00

12

dst

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Meningkatnya infrastruktur
daerah yang berkualitas dalam
mendukung kelancaran arus
barang, orang dan jasa yang
berorientasi pada peningkatan
pembangunan wilayah dan
perekonomian daerah

Terwujudnya keselamatan dan
kenyamanan lalulintas

1 Persentase penurunan angka

kecelakaan lalu lintas

1209.15

Program Peningkatan Pelayanan
Penyelenggaraan Perhubungan

Persentase regulasi dan
pedoman standar
pelayanan transportasi
yang diterapkan

0%

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

Persentase wilayah yang
terlayani angkutan umum

0%

0,00

0,00

20,00

20,00

20,00

60,00

SIMRAL
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1209.120901.15.010

Perencanaan dan Pengembangan
Jaringan Transportasi

o

Tersusunnya dokumen
perencanaan dan
pengembangan jaringan
trasnportasi

0 Dokumen

4,00

1.992.000.000,00

5,00

2.700.000.000,00

4,00

1.750.000.000,00

4,00

2.792.000.000,00

4,00

2.150.000.000,00

21,00

11.384.000.000,00

FS Pengembangan KA pada
trase Serang-Cikande-
Balaraja-Bitung

0 Dokumen

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

FS Pengembangan KA pada
trase Bitung-Jakarta

0 Dokumen

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

FS Pengembangan KA pada
trase Labuan- Anyer Kidul

0 Dokumen

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

Studi peningkatan
aksesibilitas pada stasiun
kereta api di wilayah
Provinsi Banten

0 Dokumen

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Survai Asal Tujuan Orang
Provinsi Banten

0 Dokumen

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Survai Asal Tujuan
Angkutan Barang
Transportasi Provinsi
Banten

0 Dokumen

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Evaluasi Kinerja Ruas Jalan
Provinai Banten Wilayah
Kerja |

0 Dokumen

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

Evaluasi Kinerja Ruas Jalan
Provinai Banten Wilayah
Kerja ll

0 Dokumen

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

2,00

Evaluasi Kinerja Ruas Jalan
Provinai Banten Wilayah
Kerja lll

0 Dokumen

0,00

0,00

0,00

10

Kajian Kebutuhan Navigasi
Antar Pulau di Provinsi
Banten

0 Dokumen

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

11

Penyusunan SOP
Manajemen Rekayasa Lalu
Lintas

0 Dokumen

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

12

Survei LHR

0 Dokumen

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

3,00

13

Dst.

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1209.120901.15.011

Pengembangan Prasarana
Transportasi

Tersusunya dokumen
perencanaan
pengembangan prasarana
trasnportasi

0 Dokumen

5,00

1.600.000.000,00

2,00

800.000.000,00

5,00

2.300.000.000,00

2,00

1.000.000.000,00

2,00

1.292.000.000,00

12,00

6.992.000.000,00

Rakor Pengembangan
Transportasi

1 Kegiatan

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Studi kebutuhan dan DED
Area Traffic Control System
(ATCS)

0 Dokumen

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

Studi Evaluasi
persimpangan di Wilayah
Kerja Pembangunan | (WKP
]

0 Dokumen

0,00

0,00

0,00

0,00

Studi Evaluasi
Persimpangan di Wilayah
Kerja Pembangunan Il (WKP
1)

0 Dokumen

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Studi Evaluasi
Persimpangan di Wilayah
Kerja Pembangunan IlI

(WKP 111)

0 Dokumen

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

Studi Evaluasi Perlintasan
Kereta Api WKP |

0 Dokumen

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

Studi Evaluasi Perlintasan
Kereta Api WKP Il

0 Dokumen

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

Studi Evaluasi Perlintasan
Kereta Api WKP Il

0 Dokumen

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

Kajian Kantong Parkir (Park
and Ride)

0 Dokumen

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

10

Studi Kelayakan
Pembangunan Terminal
Tipe-B

0 Dokumen

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

2,00

11

Dst.

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SIMRAL
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1209.120901.15.012

Pengembangan Sarana
Transportasi dan Kelengkapan
Jalan

Tersusunya dokumen
pengembangan sarana
trasnportasi dan
kelengkapan jalan

0 Dok

100,00

1.050.000.000,00

100,00

1.242.000.000,00

100,00

792.000.000,00

100,00

1.050.000.000,00

100,00

1.400.000.000,00

100,00

5.534.000.000,00

Kajian Transportasi On Line

0 Dokumen

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Pengembangan TOD
Wilayah Kerja Provinsi
Banten |

0 Dokumen

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

2,00

Maintenance Aplikasi GIS

0 Dokumen

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pengembangan TOD
Wilayah Kerja Provinsi
Banten Il

0 Dokumen

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

Pengembangan TOD
Wilayah Kerja Provinsi
Banten Ill

0 Dokumen

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

Kajian Angkutan Massal
Wilayah Tangerang Raya

0 Dokumen

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bussines Plan Angkutan
Massal Wilayah Tangerang
Raya

0 Dokumen

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dst

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Meningkatnya infrastruktur
daerah yang berkualitas dalam
mendukung kelancaran arus
barang, orang dan jasa yang
berorientasi pada peningkatan
pembangunan wilayah dan
perekonomian daerah

Terwujudnya keselamatan dan
kenyamanan lalulintas

1 Persentase penurunan angka

kecelakaan lalu lintas

1209.17

Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas

Persentase pengaturan
rekayasa lalulintas di ruas
jalan provinsi

100 %

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1209.120901.17.001

Penyelenggaraan Keselamatan
Lalu Lintas Jalan

Tersampaikanya
pemahaman mengenai
keselamatan berlalu lintas
pada usia sekolah dan
masyarakat umum

100 Persen

100,00

2.600.000.000,00

100,00

2.950.000.000,00

100,00

3.205.000.000,00

100,00

3.386.500.000,00

100,00

3.485.150.000,00

100,00

15.626.650.000,00

Pengaadaan Zona Selamat
Sekolah (ZoSS)

6 Unit

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

56,00

Pemasangan Rambu
Peringatan Jenis VMS
(Variabel Message Sign)

0 Unit

1,00

2,00

2,00

2,00

1,00

8,00

Pemilihan Abdi Yasa
Teladan (AYT) Tingkat
Provinsi Banten

0 Kegiatan

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

120,00

Pemilihan Pelajaran Pelopor
Keselamatan Lalu Lintas
Jalan Tingkat Provinsi
Provinsi Banten

0 Kegiatan

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

120,00

Komunitas Masyarakat
Sadar Keselamatan Lalu
Lintas

0 Komunitas

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

50,00

Inspeksi Keselamatan Jalan
Provinsi Banten

2 Ruas

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

52,00

Pelajar Keselamatan
Sekolah (PKS)

0 Siswa

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

3.000,00

Berlalulintas untuk anak
sekolah

0 Sekolah

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

80,00

Dst.

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SIMRAL
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1209.120901.17.002 Manajemen dan Rekayasa Lalu 0  Terpasangnya fasilitas 25% 20,00 22.772.140.000,00 20,00 22.607.740.000,00 20,00 24.557.640.000,00 10,00 23.545.381.000,00 5,00 20.954.326.000,00 100,00 114.437.227.000,00
Lintas Jalan perlengkapan jalan pada
ruas jalan provinsi
1 Pengadaan Marka Jalan 127850 Meter 33.500,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00 55.000,00 340.240,00
2 Pengadaan guard rail 3248 Meter 4.500,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 29.864,00
3 Pengadaan Trafic Light 15 Unit 4,00 5,00 7,00 7,00 7,00 45,00
4 Pengadaan Warning Light 161 Unit 18,00 18,00 20,00 20,00 20,00 256,00
5 Pengadaan Rambu Standar | 3208 Unit 700,00 750,00 750,00 800,00 900,00 7.505,00
6 Pengadaan Paku Jalan 7100 Buah 22.000,00 22.500,00 23.000,00 23.000,00 24.000,00 122.083,00
7 Pengadaan Traffic Cone 680 Buah 650,00 700,00 800,00 900,00 900,00 5.000,00
8 Pengadaan Road Barrier 1013 Buah 650,00 700,00 800,00 900,00 900,00 3.000,00
9 Pengadaan RPPJ 229 Unit 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00
10 Pengadaan Cermin Tikng 172 Unit 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 651,00
11 Pengadaan Delinator 2340 Buah 900,00 900,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 7.170,00
12 Pengadaan PJU 600 Buah 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 4.600,00
13 Pemeliharaan PJU 600 Buah 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 4.600,00
14  Pemeliharaan Perlengkapan | 1470 Unit 646,00 673,00 731,00 793,00 904,00 5.250,00
Jalan
15 Forum LLAJ 1 Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
16 Evaluasi ANDALALIN 15 Dokumen 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
17 Dst.. 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1209.120901.17.003 Pengendalian dan 0  Menurunnya tingkat 100 % 100,00 4.480.000.000,00 100,00 4.704.000.000,00 100,00 4.939.200.000,00 100,00 5.186.159.000,00 100,00 5.445.464.000,00 100,00 24.754.823.000,00
Penyelenggaraan Lalu lintas pelanggaran angkutan
Jalan penumpang dan angkutan
barang serta terkendalinya
kemacetan di ruas jalan
provinsi
1 Penertiban Angkutan 20 Ruas 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
Barang/Penumpang pada
ruas jalan Provinsi dan
Jalan Nasional
2 Pengaturan Lalu Lintas 20 Ruas 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Pada Acara Pimpinan
Daerah/SKPD/Lembaga/
Organisasi dan Pengaturan
Lainnya
3 Posko Angkutan Lebaran 200 Orang 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
4 Posko Natal dan Tahun 200 Orang 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Baru
5 Posko Hari Libur Nasional | 100 Orang 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Lebih dari Dua Hari
6 Pengaturan lalu lintas pada |0 Lokasi 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
daerah rawan kemacetan
7 Dst.. 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Meningkatnya infrastruktur Terwujudnya keselamatan dan 1 Persentase penurunan angka |1209.18 Program Peningkatan Pelayanan |1 Persentase Pengendalian, 0% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

daerah yang berkualitas dalam
mendukung kelancaran arus
barang, orang dan jasa yang
berorientasi pada peningkatan
pembangunan wilayah dan
perekonomian daerah

kenyamanan lalulintas

kecelakaan lalu lintas

Perhubungan

penertiban dan pengawasan
penyelanggaraan angkutan

SIMRAL
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1209.120901.18.001 Pelayanan Perhubungan pada Meningkatnya Pelayanan 0 Persen 1.112,00 330.000.000,00 1.114,00 350.000.000,00 1.115,00 400.000.000,00 1.115,00 400.000.000,00 1.117,00 450.000.000,00 5.517,00 1.930.000.000,00
UPT Perhubungan Darat Serang Perhubungan pada UPT
Perhubungan Darat Serang
Desiminasi Pelayanan 0 Dokumen 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Perhubungan
Pemeliharaan Fasilitas 0 Dokumen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00
Perlengkapan Jalan
Fasilitasi Pelayanan 0 Unit 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00
Perhubungan (Kartu
Pengawasan AKDP)
Operasional Terminal Tipe- |0 Dokumen 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 2,00
B
Operasional Pelabuhan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00
Pengumpan Regional
Operasionalisasi Angkutan |0 Dokumen 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Massal
Dst 0 Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1209.120901.18.002 Pengawasan dan Pengendalian Berkuranganya tingkat 301 Dokumen 156,00 955.000.000,00 156,00 1.035.000.000,00 156,00 1.185.000.000,00 156,00 1.185.000.000,00 156,00 1.135.000.000,00 156,00 5.495.000.000,00
pada UPT Pelayanan pelanggaran administratif
Perhubungan Darat Serang angkutan penumpang dan
angkutan barang
Penertiban Angkutan 36 Dokumen 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
orang/Barang di WKP |
Pengaturan Lalu Lintas 0 Dokumen 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
Pada Jalan Provinsi/
Nasional di WKP |
Posko Angkutan Lebaran di | 65 Dokumen 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
WKP |
Posko Natal dan Tahun 100 Dokumen 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
Baru di WKP |
Posko Hari Libur Nasional 100 Dokumen 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
Lebih dari Dua Hari di WKP
|
dst 0 Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten

SERANG

Ir. Revri Aroes, MM

SIMRAL
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DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN

Alamat: JI. Syekh Nawawi Al-Bantani Blok F No.1 KP3B, Curug - Serang - Banten
Telp: (0254) 267116/267117, Fax: (0254) 267117
Website: dishub.bantenprov.go.id



